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Anisa Nurul Kartika, E 0006004. 2010. KAJIAN PEMBATALAN MEREK DAGANG 
BUDDHA BAR DI INDONESIA (SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN 
POTENSI SANKSI PERDAGANGAN SILANG (CROSS RETALATION) DALAM 
FORUM WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION) Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari adanya penarikan sertifikat 
merek dagang Buddha Bar di Indonesia serta untuk menanggulangi adanya potensi cross 
retalation dari Perancis sebagai pemilik dari Merek Dagang Buddha Bar kepada Indonesia 
khususnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelktual yang menarik sertifikat 
merek dagang Buddha Bar di Indonesia.  
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Untuk menguraikan 
gejala sosial yang ada atas permasalahan mengenai pemanfaatan merek dagang Buddha Bar 
di kehidupan beragama dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah Jenis data 
Primer dan Jenis data Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara 
kepada Pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan juga Observasi. Analisis 
data yang dilaksanakan menggunakan teknik analisis data kualitatif terhadap peristiwa 
konkrit mengenai pemanfaatan merek dagang Buddha Bar dan dampak penarikan sertifikat 
merek dagang Buddha Bar yang ada di Indonesia.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu Pemanfaatan 
merek dagang Buddha Bar bertentangan dengan Pasal 5 Undang- Undang merek dan dengan 
adanya penarikan sertifikat merek dagang tersebut mengakibatkan dampak yang dapat di 
tinjau dari 3 sisi yaitu Segi Yuridis dimana merek dagang Buddha Bar tidak memiliki 
perlindungan legalitas apabila terjadi penjiplakan ataupun pelanggaran terhadap merek 
dagang terdaftar dan tidak tidak dapat melakukan gugatan jika terjadi pelanggaran merek 
dagang, dari Segi Ekonomi penggunaan merek dagang Buddha Bar tidak dapat menjadi 
sarana promosi untuk membedakan merek dagang Buddha Bar yang asli dengan merek- 
merek lain, dan dari Segi Sosial Budaya di sini terdapat penyimpangan dari sosial budaya 
dimana di penggunaan Merek Dagang Buddha Bar menyalahi aturan Hukum yang berlaku 
serta merupakan salah satu bentuk pelecehan terhada agama yang ada di Indonesia. Selain itu 
di Indonesia masih menggunakan budaya timur sehingga penyandingan nama suatu agama 
sebagai merek sangat tidak diperbolehkan karena agama adalah suatu hal yang sakral. Kedua, 
dengan adanya penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar oleh Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya potensi Cross 
Retalation dalam Forum WTO. Dengan menggunakan perlindungan TRIPs serta Konvensi 
Paris yang melindungi Hak Kekayaan Intektual negara Perancis sebagai pemilik dari Merek 
Dagang Buddha Bar serta negara anggota dari World Trade Organization merasa dirugikan 
atas adanya penarikan sertifikat merek tersebut. Indonesia menyalahi aturan pada Konvensi 
Paris mengenai persamaan perlindungan terhadap suatu Hak Kekayaan Intelektual sama 
dengan Negara asal. Sesuai dengan peraturan tersebut Perancis adalah pihak yang dirugikan 
dengan adanya penarikan sertifikat merek yang terdaftar. Sanksi Perdagangan Silang dapat 
diajukan oleh Negara anggota yang merasa dirugikan oleh negara anggota lainnya dalam 
perdagangan. 
 
Kata Kunci: Pembatalan Merek dagang, Buddha Bar, Sanksi Perdagangan 
Silang 
 Anisa Nurul Kartika, E.0006004. 2010. TRADEMARK CANCELLATION STUDY IN 
INDONESIA BUDDHA BAR (AS EFFORTS TO CONTROL THE POTENTIAL 
TRADE SANCTIONS CROSS (CROSS RETALATION) FORUM IN THE WTO 
(WORLD TRADE ORGANIZATION) Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University Surakarta. 
This study aims to examine the impact of the withdrawal of the trademark certificate Buddha 
Bar in Indonesia and to overcome the potential for cross retalation from France as the owner 
of the Trademark Buddha Bar to Indonesia, especially to Direktorat Jenderal HKI trademark 
certificate Buddha Bar in Indonesia.  
This research belongs a  empirical research that is  descriptive in nature. To describe the 
social phenomena that exist on issues regarding trademark use of the Buddha Bar in religious 
life in society. Types of data used is the data type Primary and Secondary data type. 
Collecting data by conducting interviews to the staff of Directorate General of Intellectual 
Property Rights and also observation. Data analysis was conducted using qualitative data 
analysis techniques to the concrete events of the Buddha Bar brand utilization and impact of 
the withdrawal of the trademark certificate Buddha Bar in Indonesia.  
Based on the findings and conclusions resulting discussion, One Buddha Bar Use of 
trademarks is contrary to Article 5 of Law brand and with the withdrawal of the trademark 
certificate shall result in impacts that can be viewed from three sides of the Juridical Aspects 
of Buddha Bar, where the trademark does not have protection legality in case of plagiarism or 
violation of the trademark registered and can not prosecute a trademark infringement case, 
the Economic Aspects of Buddha Bar use of a trademark can not be a promotional tool for 
distinguishing trademark of the original Buddha Bar with other brands, and of Social and 
Cultural Aspects of the presence of deviations from the social culture in which the use of the 
Trademark Law of Buddha Bar violates applicable rules and is one form of abuse terhada 
existing religions in Indonesia. Also in eastern Indonesia are still using the culture so that 
penyandingan brand name of a religion as religion is not allowed because it is a sacred thing. 
Second, with the withdrawal of the trademark certificate Buddha Bar by the Directorate 
General of Intellectual Property Rights in Indonesia does not cover the possibility of potential 
cross Retalation in the WTO forum. By using the protection of TRIPS and the Paris 
Convention which protects property rights Intektual French state as the owner of the 
Trademark Buddha Bar and the State of the World Trade Organization members felt 
disadvantaged on the withdrawal of the trademark certificate. Indonesia violates the rules of 
the Paris Convention concerning the protection of an equation of Intellectual Property Rights, 
together with the State of origin. In accordance with these regulations which France is party 
harmed by the withdrawal of the registered trademark certificate. Cross Trade sanctions can 
be submitted by member States who feel harmed by the other member countries in trade.  
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BAB I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Era globalisasi dan persaingan bebas di bidang ekonomi, budaya, sosial dan 
bidang kehidupan lain pada saat ini memberikan iklim berinvestasi pada suatu 
perusahaan semakin meningkat. Perkembangan teknologi Informasi dan transportasi 
menjadikan kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat pesat bahkan telah 
memperluas pangsa pasar di dunia tidak hanya dalam negeri saja. Perusahaan- 
perusahaan Ritel pun berkembang begitu pesat yang mengaburkan batasan 
kenegaraan. Tidak heran jika banyak produk yang sama ditemukan pada Negara yang 
berbeda. Persebaran produk di berbagai Negara ini tidak lain disebarkan dengan 
menggunakan system lisensi merek dagang oleh suatu Negara kepada Negara lain 
untuk memperluas produk- produknya. 
Dengan adanya perluasaan produk kepada perusahaan- perusahaan, 
perlindungan merek dagang semakin ditingkatkan. Melalui konvensi Internasional 
pengusaha dunia menyepakati perjanjian yang tertuang di dalam Konvensi Paris 
Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Conventions for the Protection of Industrial 
Property). Dalam kutipannya pada Pasal 2, menyebutkan: 
"Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of 
industrial property, enjoy in all the other countries of the grant, to national; 
all without prejudice to the rights specially provide for by this convention. 
Consequently, the shall have the same protection as the letter, and the same 
legal remedy against any infringement of their right, provided that the 
conditions and formalities imposed upon nationals are complied with". 
 
Dengan arti: 
Warga Negara tiap Negara Uni, sehubungan dengan perlindungan kekayaan 
industri, memiliki dalam semua Negara Uni lainnya manfaat bahwa Undang- 
Undang masing- masing sekarang memberikan atau dapat kemudian 
memberikan, kepada warga Negara; semua tanpa merugikan hak- hak yang 
khusus diberikan oleh Konvensi ini. Oleh karena itu, mereka memiliki 
perlindungan yang sama seperti yang sesudahnya, dan penyelesaian hukum 
yang sama terhadap tiap pelanggaran hak- hak mereka, dengan ketentuan 
bahwa syarat- syarat dan formalitas yang dikenakan pada warga Negara 
dipenuhi (Yayasan Klinik HAKI (IP CLINIC), 1999: 382). 
Pada perkembangan selanjutnya World Trade Organization (WTO) suatu 
organisasi bertaraf Internasional memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan 
Intelektual salah satunya yaitu merek dagang dalam lingkup Internasional. Ketentuan 
perlindungan merek dagang ini tertuang secara tertulis di dalam Trade Related Aspect 
of Intelectual Property Right (TRIPs). Indonesia merupakan salah satu anggota 
Negara WTO dengan dasar  Undang- undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Selain itu Indonesia juga meratifikasi 
Undang- Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual salah satunya yaitu Undang- 
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang selanjutnya dalam penulisan ini 
disebut sebagai Undang- Undang merek. Dalam Pasal 3 menyebutkan pemilik merek 
yang terdaftar dalam daftar umum Merek diberikan Hak eksklusif oleh Negara untuk 
menggunakan merek ataupun pihak lain yang diberi ijin untuk menggunakannya 
tersebut dalam jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh hukum.(Undang- 
Undang Merek Pasal 3). 
Buddha Bar adalah salah satu contoh Merek Dagang yang bertaraf 
Internasional yang dilindungi oleh Konvensi Perancis. Buddha Bar merupakan merek 
dagang dari Perancis yang dimiliki oleh George V Restaurant. Dengan perkembangan 
zaman dan perkembangan perlindungan hukum maka terdapat yang dinamakan 
dengan lisensi yang digunakan untuk memperluas usahanya, dan sekarang ini 
perluasaan usaha tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja tetapi juga di luar negeri. 
Indonesia adalah salah satu negara penerima lisensi merek dagang Buddha Bar. 
Mengerucut pada penggunaan  merek dagang Buddha Bar, berdasarkan 
Hukum diatas dan juga para ahli hukum maupun pebisnis di Indonesia berpandangan 
bahwa penggunaan lisensi merek dagang dari Buddha Bar yang berasal dari Prancis 
secara yuridis tidak menyalahi hukum perdagangan Internasional. Sebab PT Nireta 
Vista Creative pengelola dari Buddha Bar di Indonesia telah mendapatkan lisensi dari 
pemilik merek dagang Buddha Bar itu yaitu George V. Restaurant dari Prancis sebagai 
pemegang merek dagang Buddha Bar di Indonesia. Selain itu Buddha Bar juga telah 
memiliki legalitas Hukum di Indonesia karena telah Mendaftarkan merek dagang 
tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan telah terdaftar sebagai merek dagang di 
Indonesia pada tanggal 16 Januari 2009. Sertifikat restoran Buddha-Bar terdaftar di 
Indonesia telah dikeluarkan dengan nomor IDM000189681 di kelas jasa Kelas 43 
untuk jenis restoran. Bahkan, sejak pendaftaran merek dagang Buddha Bar  diajukan 
pada tanggal 18 Juli 2007, penggunaan nama Buddha-Bar tidak mendapat sanggahan 
dari pihak mana pun. Buddha Bar ini merupakan usaha dalam bidang jasa Restorant, 
di dalamnya tidak ada kegiatan untuk suatu pelecehan ataupun penodaan suatu agama 
tertentu dalam hal ini adalah agama Buddha. Penggunaan nama merek dagang 
Buddha Bar ini telah bersifat universal tidak mengarah atau memfokuskan pada satu 
arti pada agama yang ada di Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat dengan banyaknya 
usaha restaurant yang menggunakan nama, istilah dan symbol- symbol  Buddha baik 
itu usaha dalam negeri maupun Usaha yang ada di Internasional. Sehingga 
Penggunaan Merek Dagang Buddha Bar tidaklah benar jika dikatakan sebagai suatu 
bentuk penodaaan salah satu agama dan melanggar hukum yang ada di Indonesia. 
Selain itu pemberian Lisensi oleh George V. Restaurant mengenai Buddha Bar 
tidak hanya diberikan kepada Indonesia saja akan tetapi pemberian lisensi merek 
dagang tersebut juga meluas di berbagai dunia, seperti Uni Emirat Arab, Beirut, 
Kairo, Rusia, Praha, Brasil, dan Indonesia. Di mana kedepannya juga akan di bangun 
di Macau (Shanghai), dan Beijing (ketiganya berada di China) (Agustiar , “Buddha 
Bar Tidak Menyalahi Hukum Perdagangan Internasional”, 3 Maret 2009 sumber: 
http://www.beritajakarta.com/v_ind/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=32779 
diakses 6 Mei 2009) 
Pertahanan pemanfaatan dari merek dagang Buddha Bar ini juga datang dari 
masyarakat. Bahwa penggunaan merek dagang dengan menggunakan kata “Buddha” 
serta penggunaan symbol- symbol berupa patung Buddha telah menjadi banyak 
digunakan sebelumnya di Indonesia, khususnya pada usaha restaurant. Di Indonesia 
ini sendiri terdapat yaitu: Buddha`s Belly Restaurant & Lounge (Bali), Buddha`s 
Bally Boutiqe (Bali), Bali Buddha Restaurant (Bali), Baby Buddha Thai Cuisine 
Restaurant, Lounge & Bar (Jakarta), Buddha Haha Restaurant (Bali), Villa Buddha 
Hill (komplek villa di Bali), Buddha & Silk Artshop (Bali), dan Buddha Spa 
(Bandung). Sedangkan di luar negeri, dapat ditemukan Buddha Club Restaurant 
(berada di Warsawa, Polandia), Buddha Air (Usaha penerbangan di Kathmandu, 
Nepal), 9 Buddha (Produk elektronik di China), Buddha Oil (Hongkong), Big Buddha 
The Superbowl Market, Da Buddha Vaporizer (Amerika Serikat), Lucky Buddha Beer 
(Australia), Buddha Brand Rice Stick Noddles (Cina), Buddha Club (Spanyol), 
Golden Buddha Beach Resort (Thailand), Laughing Buddha Tatto & Body Piercing 
(Amerika Serikat), Namo Buddha Medical Fund (Kathmandu, Nepal), dan Barefoot 
Buddha Cafe (St Thomas, Virgin Island). (Agustiar , “Buddha Bar Tidak Menyalahi 
Hukum Perdagangan Internasional”, 3 Maret 
2009sumber:http://www.beritajakarta.com/v_ind/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId
=32779 diakses 6 Mei 2009) 
Dengan adanya contoh- contoh diatas, adanya kesalahpahaman dan 
penentangan terhadap penggunaan merek dagang Buddha Bar di Indonesia, di sisi lain 
terdapat pihak yang berpandangan bahwa hal ini dinilai kurang etis jika harus ditinjau 
ulang tanpa dasar. Merek dagang Buddha Bar ini sendiri dilindungi oleh konstitusi 
Negara Prancis yang tergabung dalam Negara Uni Eropa. Jika pembatalan merek 
dagang Buddha Bar ini tetap dilakukan, Negara Prancis dapat menuntut Negara 
Indonesia dalam forum WTO. Apabila ha ini terjadi tidak kemungkinan Indonesia 
akan terkena sanksi Perdagangan Silang (Cross Retalation) di bidang ekonomi, 
dimana untuk kedepannya dapat mengganggu penanaman modal luar kepada 
Indonesia dan Perdagangan Internasional Indonesia ke depan. 
 
Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah 
pembatalan merek dagang Buddha bar di Indonesia dengan Judul Skripsi : “KAJIAN 
PEMBATALAN MEREK DAGANG BUDDHA BAR DI INDONESIA (SEBAGAI 
UPAYA PENAGGULANGAN POTENSI SANKSI PERDAGANGAN SILANG 
(CROSS RETALATION) DALAM FORUM WTO (WORLD TRADE 
ORGANIZATION)  
 
A. Rumusan Masalah: 
Perumusan masalah yang tegas dapat menghindari pengumpulan data yang tidak 
diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. 
Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa 
yang hendak diteliti, yang dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, 
dan menganalisa data. Untuk  mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang akan 
diteliti maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apa dampak yang terjadi dari pembatalan Merek Dagang Buddha Bar di Indonesia? 
2. Antisipasi apa yang dilakukan Indonesia untuk menghindari Potensi Cross Retalation 
dalam WTO oleh Prancis Ke Indonesia? 
 
B. Tujuan Penelitian 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan berbagai data dan 
informasi, kemudian dirangkai dan dianalisis yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah- masalah yang dihadapi (Soerjono 
Soekanto, 1986: 2) 
Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas permasalahan 
yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (Tujuan 
Subyektif). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengkaji mengenai Pembatalan Merek Dagang Buddha Bar di Indonesia. 
b. Untuk mengetahui dampak yang timbul dari pembatalan Merek Dagang Buddha Bar 
di Indonesia yang digunakan untuk penanggulangan potensi sanksi Perdagangan 
silang (Cross Retalation) dalam Forum WTO oleh Prancis ke Indonesia. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penulisan hukum guna memenuhi 
salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Program Studi Ilmu 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Sebagai cara untuk menerapkan serta mendalami teori dan ilmu pengetahuan yang 
telah diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
C. Manfaat Penelitian 
Dalam setiap penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 
yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan 
sehubungan dengan penelitian ini adalah  
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta 
ilmu hukum perdata pada khususnya mengenai akibat hukum yang timbul dari 
pembatalan merek dagang Buddha bar di Indonesia untuk penanggulangan sanksi 
perdagangan silang (Cross Retalation) dalam forum WTO oleh Prancis ke Indonesia 
b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai 
antisipasi yang dapat dilakukan untuk penanggulangan  potensi Cross Retalation 
dalam forum WTO oleh Prancis ke Indonesia. 




2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan 
terkait langsung dengan penelitian ini. 
b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan 
permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan 
referensi bagi peneliti selanjutnya yanhg berminat pada hal yang sama. 
c. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara 
sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada dengan metode 
ilmiah. 
 
D. Metode Penelitian 
Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan 
yang hendak dicapai oleh penulis, sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan 
dipergunakan, penulis harus cermat agar metode nanti tepat dan sesuai, sehingga untuk 
mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai. 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi 
yang dilakukan secara metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 
sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti “jalan ke”. Namun, 
menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut: 
1. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian. 
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 2008:5) 
Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian menggunakan metode penulisan 
antara lain sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Mengacu pada perumusan masalah dan ditinjau dari tujuan penelitian 
hukum, dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. 
Penelitian hukum empiris adalah Penelitian yang menggunakan data primer sebagai 
data utama, dimana penulis langsung terjun ke lokasi. Jenis penelitian yang akan 
digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris. Pada penelitian 
empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian 
dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap 
masyarakat (Soerjono Soekanto, 2008: 52). Dalam penelitian ini, penulis melakukan 
penelitian pada data primer di lapangan yaitu melakukan wawancara Pegawai 
Kasubdit. Pelayanan Hukum Direktorat Merek di Departemen Hukum dan HAM 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jalan Daan Mogot km.24 Tangerang 
15119 – Banten. 
 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif, yaitu suatu 
penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala 
lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa, 
dan menginterpretasikannya (Soerjono Soekanto, 2008: 10).Dalam penulisan hukum 
ini menguraikan mengenai kajian penerimaan merek dagang Buddha Bar di 
Direktorat Jenderal HKI yang telah terdaftar di Indonesia yang kemudian sertifikat 
merek tersebut ditarik karena adanya keresahan masyarakat dan untuk 
menghindarkan potensi sanksi perdagangan silang dari Perancis terhadap Indonesia 
 
3. Pendekatan penelitian 
Sehubungan dengan tipe penulisan yang digunakan yakni penelitian empiris, 
maka di dalam penelitian hukum terdapat pendekatan yang penulis gunakan yaitu 
kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalkan perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 
bentuk bahasa dan kata- kata. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
 
4. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup 
permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang 
dilakukan lebih terarah. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di 
Kementeriaan Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual di Jalan Daan Mogot KM.24 Tangerang 15119 - Banten 
 
5. Jenis data dan Sumber data 
Dalam penelitian hukum, data yang digunakan dapat dibedakan antara data 
yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan kepustakaan. 
Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data 
dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan 
data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:12). 
a. Jenis Data: 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Data Primer 
Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung 
melalui penelitian lapangan termasuk keterangan dari responden yang 
berhubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil 
yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini 
adalah informasi yang didapat dari Pegawai Kementeriaan Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual di bidang Pelayanan Hukum Direktorat Merek 
2) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data 
primer, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, literatur, 
tulisan ilmiah, koran, majalah, peraturan perundang-undangan, dan sumber 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
b. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: 
1) Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian 
(Soerjono Soekanto, 2008:12). Dalam hal ini, sumber data primer 
merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari 
pihak yang berwenang dalam memberikan keterangan secara langsung 
mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi 
sumber data primer adalah pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual di bidang Pelayanan Hukum Direktorat Merek di Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktosumber daya manusia yang 
membidangat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  
2) Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung 
dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-
undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang 
mendukung sumber data primer (Soerjono Soekanto, 1986: 12). Sumber 
data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 
b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement 
Establishing World Trade Organization 
c) Konvensi Perancis 
d) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 
e) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abritase 
f) Buku- Buku atau literatur mengenai Merek Dagang 
g) Bahan dari Internet 
 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Wawancara  
Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan mengadakan sejumlah 
tanya jawab secara langsung dengan sumber data primer, yaitu pegawai 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual di bidang pelayanan hukum Direktorat guna memperoleh data yang 
berhubungan dengan penelitian.  
b. Observasi 
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 
pemberian merek dagang dari pemohon di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Inteletual serta kasus- kasus hukum yang ada di Direktorat Merek yang pada 
khusunya pada permasalahan penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar. 
Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. 
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder, dalam penelitian 
ini penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, 
buku-buku, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 
7. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif 
model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan 
pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut 
berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan 
penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 1999: 8). 
Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah: 
a) Reduksi Data 
Merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi dari data (fieldnote). 
b) Penyajian Data 
Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan 
penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, 
gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel. 
c) Kesimpulan atau Verifikasi 
Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang 
ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-
pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan 
sebab akibat, dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi. 
Teknik analisis kualitatif model interaktif dapat digambarkan dalam bentuk 
rangkaian yang utuh antara ketiga komponen diatas (reduksi data, penyajian data, 







Gambar 1. Model Analisis Interaktif 
Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada waktu 
pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Setelah 
pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha menarik 
kesimpulan dengan memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. 
Aktivitas yang dilakukan dengan siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapat 
data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti.  
 
E. Sistematika Penulisan Hukum 
Guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum 
ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metodologi 
penilitian yang digunakan dalam penelitian ini. 
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang menjadi landasan atau 
memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literature- literature yang 
berkaitan dengan penulisan hukum ini. Kerangka teori tersebut meliputi 
tinjauan tentang peristilahan merek, pendaftaran merek, penyelesaian 
sengketa Merek Dagang serta mengenai lisensi tinjauan umum mengenai 
pembatalan merek dagang di Indoneisa. Tinjauan khusus mengenai 
pembatalan merek dagang Buddha bar. 
 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan hasil yang diperoleh 
dari proses meneliti. berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal 
pokok permasalahan yang dibahas dakam bab ini yaitu: pembatalan merek 
dagang Buddha Bar untuk mengenai antisipasi sanksi perdagangan silang oleh 
Perancis ke Indonesia. 
 
BAB IV : PENUTUP 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh 
dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran- saran 
yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan 
bahasan penulisan hukum ini. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
 
 
1. Tinjauan Umum mengenai Merek dagang 
3) Pengertian Merek dagang 
Dalam suatu perdagangan suatu barang dari perusahaan diperlukan pembedaan 
antara satu sama lain. Dimana pembedaan itu digunakan untuk memberikan 
perlindungan kepada pemilik dari barang tersebut. Pembeda itu di sebut dengan merek. 
Di Indonesia, sistem perlindungan merek telah dimulai sejak tahun 1961.   
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata dan huruf- huruf, angka- 
angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya 
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 ayat (1) 
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001).   
Menurut Suyud Margono, Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang 
bersangkutan dengan produsennya. Dan Merek adalah symbol bagi pedagang untuk 
memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasarannya. Di dalam Undang- 
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Merek dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: 
 
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 
badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 
ayat (2)).  
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 
membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat (3)).  
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa 
dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang 
atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang 
dan/ atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat (4)).  
 
4) Syarat Merek 
Agar suatu merek dapat diterima untuk dijadikan sebagai, maka syarat 
mutlak dari merek adalah memiliki daya pembeda yang cukup kuat. Tanda yang 
dipakai itu haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk 
menjadi pembeda dari hasil barang- barang produksi suatu perusahaan atau barang 
perdagangan seseorang dengan barang perdagangan milik orang lain. Menurut 
Suyud Margono hal terpenting yang harus dimiliki dalam suatu merek yaitu daya 
pembeda (distinctiveness) merupkan unsur yang pertama (Suyud Margono 
2002:30). 
Kombinasi warna jika telah disusun sedemikian rupa hingga mempunyai suatu 
tanda pembeda, dapat dianggap sebagai merek yang boleh didaftarkan, untuk dapat 
memperinci: 
a. Mengenai merek kata- kata berdiri sendiri seperti KFC ini dapat didaftarkan. 
b. Merek yang merupakan kata- kata berkenaan dengan tulisan- tulisan nama barang 
dalam bentuk khusus, dapat dilakukan pendaftaran. 
c. Merek- merek yang merupakan kombinasi. 
d. Menjadi milik umum. 
e. Tidak Bertentangan dengan Kesusilaan. 
 
5) Fungsi Merek  
Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dari 
barang atau jasa produksi perusahaan lain sejenis. Dilihat dari pengertian merek bahwa 
merek digunakan sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan 
dengan produsennya. Maka menurut Sujud Margono merek menggambarkan jaminan 
kepribadian (individuality). Dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut 
sewaktu diperdagangkan. (Suyud Margono, 2005:30) 
Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, konsumen,  dan perdagangan. 
Jika dilihat dari sudut produsen maka merek digunakan untuk jaminan nilai hasil 
produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakainnya. Dari pihak perdagangan, 
merek digunakan untuk promosi barang- barang dagangannya guna mencuri dan 
meluaskan pasaran. Serta dari pihak konsumen, merek digunakan untuk pilihan barang 
yang akan dibeli. (Suyud Margono, 2005: 32) 
Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang 
bersangkutan. Tidak hanya pemilik dari merek tersbut akan tetapi juga pada 
produsennya. Merek berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau 
pedaganng atau pengusaha- pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yag 
bersangkutan. 
Menurut AdrianSutedi ada beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan merek, 
yakni antara lain :  
a. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, 
garis yang sangat rumit atau kusut. 
b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya 
gambar porno atau menyinggung perasaan keagamaan.  
c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk 
kacang  
d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalulintas  
e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota dan sebagainya 
 
Walaupun dalam Undang- Undang ini digunakan istilah merek dagang dan merek 
jasa, sebenarnya yang dumaksud dengan merek dagang adalah merek barang karena merek 
yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa. (Ahmadi Miru 
.2005:11).  Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa: 
a) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama atau badan hukum untuk 
membedakan dengan barang sejenis lainnya 
b) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama atau badan hukum untuk 
membedakan dengan jasa- jasa sejenis lainnya.  
 
Pemilik dan/atau pemegang dari merek dagang tersebut mendapatkan hak atas 
merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik 
merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan 
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 
menggunakannya. Dalam definisi tersebut terdapat pihak lain, berarti satu merek dapat 
dipakai oleh beberapa orang atau pihak lain selain pemilik dari merek tersebut. Pemberian 
izin penggunaan merek kepada pihak lain ini dapat dilakukan dengan cara pemberian lisensi, 
yaitu suatu izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut 
sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Hak merek itu sendiri dikatakan sebagai hak 
eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemilik dari merek 
tersebut serta dapat digunakan sendiri oleh pemiliknya maupun memberikan izin kepada 
orang lain untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur 
dalam Undang- Undang yang berlaku. Hak Prioritas untuk menggunakan merek tersebut yaitu 
hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung 
dalam Paris Covention For the protection of Industrial Property atau Agreement Establishing 
the World Trade Oragnization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di 
negera tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan 
tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Conventional 
for the Protection of Industrial Property. (Rachmadi Usman, 2003: 321) 
 
6) Pendaftaran Merek Dagang 
Dengan menggunakan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 pendaftaran merek 
pada awalnya dilakukan pemeriksan subtantif. Pemeriksaan subtantif dilakukan berdasarkan 
ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Yaitu apakah merek tersebut  diajukan oleh 
pemohon dengan itikad baik atau terdapat unsur- unsur dimana merek itu tidak dapt 
didaftarkan. Menurut Ahmadi Miru Pemeriksaan Subtantif ini dilakukan oleh pemeriksa pada 
Direktorat Jenderal. Langkah- langkah dalam pemeriksaan subtantif antara lain: 
a) Melaporkan hasil pemeriksaan Subtantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk 
didaftar atas persetujuan dari Direktur Jenderal yang kemudian diumumkan dalam 
Berita Resmi Merek. Dan apabila permohonan yang ditolak atas persetujuan dari 
Direktur Jenderal maka hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon 
maupun kuasanya dengan disertai alasan penolakan merek. 
b) Dalam hal pendaftaran merek ditolak maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal penerimaan surat maka pemohon ataupun kuasanya dapat menyampaikan 
keberatan dan sanggahan. Jika tidak ada keberatan ataupun sanggahan ditetapkan 
bahwa pemohon dianggap menerima penolakan pendaftaran merek. Apabila terdapat 
sanggahan maka keberatan dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal dan 
diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 
c) Keputusan penolakan baik ada keberatan, tidak ada keberatan maupun tanggapan tidak 
dapat diterima, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan 
menyebutkan alasan. 
d) Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayar kepada Direktorat 
Jendral tidak dapat diterima lagi. 
 
Tahapan di dalam  hasil pemeriksaan subtantif digunakan untuk  upaya memberikan 
hak kepada pemohon untuk mengajukan alasan- alasan tertentu agar mereknya tidak ditolak 
atau dapat diterima. 
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Langkah selanjutnya setelah 
dilakukannya Pemeriksaan Subtantif yaitu Pengumuman Permohonan. Dalam jangka waktu 
10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk di daftar, 
Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. (Pasal 
21 UUM).  
Menurut Ahmadi Miru Pengumuman tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal diumumkannya permohanan dalam Berita Resmi Merek, dan pengumuman 
tersebut dilakukan dengan cara: 
a) Menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh 
direktorat jendral 
b) Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh 
masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jendral.  
 
Sarana khusus yang dimaksud adalah papan pengumuman, dan dapat 
dikembangkan dengan menggunakan internet, microfilm dan lain sebagainya. 
Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan sebagai berikut: 
1. Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan 
melalui kuasa; 
2. Kelas dan jenis barang dan/ atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya; 
3. Tanggal penerimaan 
4. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal 
permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan 
5. Contoh merek. Termasuk keterangan mengenai warna, dan apabila etiket merek 
menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan/ atau angka yang tidak 
lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, harus menyertakan terjemahaannya dalam 
bahasa Indonesia, huruf latin atau angka lazim digunkana dalam bahasa Indonesia serta 
cara pengucapannya. 
Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan. Kebertan diajukan 
dengan menggunakan alasan yang cukup dengan disertai bukti, bahwa merek yang dimohon 
pendaftarannya adalah tidak dapat diterima menurut Undang- Undang Merek. Selama 
jangka waktu 14 (empat belas) hari Direktorat Jenderal mengirimkan salinan surat yang 
berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya.  
Yang dapat mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran tidak hanya dari 
pemilik merek saja akan tetapi setiap pihak, siapapun yang berpendapat bahwa merek yang 
dimohonkan perndaftarannya tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai merek.  
Dan hal yang mutlak harus dilakukan dalam permohonan merek adalah pemeriksaan 
kembali, karena diadakan atau tidaknya pemeriksaan kembali bergantung pada saat 
pengumuman atas merek yang dimohonkan pendaftarannya, baik keberatannya yang 
disanggah maupun tidak disanggah oleh pemohon. Pelaksaan pemeriksaan kembali 
dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 
pengumuan dan Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang 
mengajukan keberatan mengenai hasil pemreiksaan kembali. 
Pada saat ini tidak ada keberatan dari pihak dari pihak- pihak tertentu, maka 
Direktorat Jendral menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau 
kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya 
jangka waktu pengumuman. 
 
7) Pembatalan Merek 
Gugatan pembatalan merek ini dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga di Indonesia 
oleh pihak yang berkepentingan, yaitu: Jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan 
majelis/ lembaga keagamaan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut 
seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang. Selain itu 
pemilik merek tidak terdaftar dapat juga mengajukan pembatalan terhadap merek yang 
terdaftar tetapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kementerian Hukum 
dan HAM Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
Gugatan pembatalan Merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Terdapat pengecualian pada pembatasan waktu, 
apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan kesusilaan dan moralitas agama 
ataupun ketertiban umum.  
Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum 
adalah penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, 
atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk di 
dalamnya pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum yaitu iktikad tidak baik. 
Pembatalan merek tersebut dilakukan oleh Direktorat Jendral dari Daftar Umum 
Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan dalam badan 
peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Niaga 
yang tidak diajukan kasasi. 
Pembatalan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemohon 
maupun kuasa dengan disertai alasan pembatalan merek dan penegasan bahwa sejak 
tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan 
dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian perlindunngan hukum terhadap merek 
tersebut telah hilang atau terhapus. 
Pembatalan permohonan pendaftaran merek menurut Undang- Undang Merek 
dapat dilakukan dengan dasaran Pasal 68: 
(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang 
berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 
5, atau Pasal 6.  
(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat 
Jenderal.  
(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
Pengadilan Niaga.  
(4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara 
Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. 
 
8) Pengalihan Merek 
Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun2001 tentang 
Merek disebutkan hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: 
a. pewarisan;  
b. wasiat;  
c. hibah;  
d. perjanjian;  
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.  
 
Maksud dari “sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-
undangan”, misalnya pemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula 
merupakan pemilik Merek. Khusus mengenai pengalihan dengan perjanjian, hal 
tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian.  
Pengalihan hak atas Merek ini dilakukan dengan menyertakan dokumen yang 
mendukungnya, antara lain Sertifikat Merek serta bukti-bukti lain yang mendukung 
kepemilikan tersebut, kemudian wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat 
Jenderal untuk dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Pencatatan ini dimaksudkan 
agar akibat hukum dari pengalihan hak atas Merek terdaftar tersebut berlaku terhadap 
pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Yang dimaksud dengan 
“pihak-pihak yang bersangkutan” disini adalah pemilik Merek dan penerima 
pengalihan hak atas Merek. Sedangkan yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah 
penerima lisensi. Namun tujuan yang penting dari adanya kewajiban untuk 
mencatatkan pengalihan hak atas Merek adalah untuk memudahkan pengawasan dan 
mewujudkan kepastian hukum.  
Di dalam pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan 
pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut. 
Pengalihan hak atas Merek Jasa terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal 
apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut 
akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.  
 
9) Penyelesaian Sengketa dan Sanksi terhadap Pelanggaran Merek 
Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara 
tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu: 
a. Gugatan ganti rugi, dan atau; 
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut. 
Yang dimaksud dengan “persamaan Pokoknya menurut Adrian Sutedi yaitu 
kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur- unsur yang menonjol antara merek 
yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanay persamaan 
baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur- 
unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek- merek tersebut. 
Gugatan sebagaiamana yang dimaksud diajukan kepada Pengadilan Niaga . 
Gugatan atas pelanggaran Merek dapat diajukan oleh Penerima lisensi Merek terdaftar, 
baik secara sendiri maupun bersama- sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. 
Dengan berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat 
meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, 
tentang: 
a) Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan Pelanggaran Hak Merek 
b) Penyimpanan Alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tertentu. 
 
Berkenaan dengan pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan 
pelanggaran Hak Merek, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean , 
pejabat Bea dan Cukai dapat menyita barang- barang kepabean dari Indonesia. Atas 
permintaan pemilik Merek dagang Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis 
kepada Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang 
impor atau ekspor dari kawasan Pabean berdasarkan Bukti yang cukup. Permintaan 
penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan 
Pabean diajukan disertai: 
a) Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran Merek yang bersangkutan; 
b) Bukti kepemilikan Merek yang bersangkutan 
c) Perincian keterangan yang jelas mengenai barng impor atau ekspor yang 
dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh 
Pejabat Bea da Cukai; 
d) Dan Jaminan. 
 Kelengkapan tersebut harus mutlak untuk menghindarkan penggunaan 
ketentuan ini dalam praktik dagang yang justru bertentangan dengan tujuan Pengaturan 
untuk mengurangi atau meniadakan perdagangan barang- barang hasil pelanggaran 
merek. 
Di Indonsia jika terjadi permasalahan pada Bidang HaKI menurut Adi 
Sulistyono dapat dilakukan beberapa alternative penyelesaian sengketa baik jalur non 
litigasi maupun Litigasi, antara lain sebagai berikut: 
Jalur Non Litigasi: 
1. Negosiasi 
Bentuk penyelesaian negosiasi adalah model penyelesaian sengketa melalui 
perundingan yang dilakukan secara langsunng anatara para pihak yang bersengketa 
guna mencari atau menemukan bentuk- bentuk penyelesaian yang dapat diterima para 
pihak yang bersangkutan. Dalam negosiasi para pihak berunding secara langsung 
(kadang- kadang di damping oleh Pengacara) atas dasar prinsip win- win solution. 
Negosiasi bersifat Informal dan tidak terstruktur serta  waktunya tidak terbatas, oleh 
karena itu efisiensi dan efektivitas negosiasi tergantung sepenuhnya pada iktikad baik 
para pihak yang bersengketa. 
Pada sengketa HKI, negosiasi dapat digunakan untuk mendapatkan kesepakatan 
sebagaimana yang dikehendaki kedua belah pihak. Dalam suatu sengketa bersumber 
pada pelanggaran atau pembajakan HKI. Di dalam penyelesaian Negosiasi ini masih 
dapat digunakan antara pemegang HKI yang dirugikan atau kuasanya dengan para  
pelanggar HKI dalam kategori memproduksi, memperbanyak, atau menggunakan barang 
bajakan. 
2. Mediasi 
Penggunaan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi ini dengan 
melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut sebagai mediator, proses mediasi 
merupakan model penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa guna 
memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Penyelesaian 
sengketa dengan menggunakan mediasi ini sebenarnya hamper sama dengan 
penyelesaian dengan menggunakan mediasi akan tetapi yang membedakan yaitu apabila 
mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk berdialog dan kemudian ada 
pihak ketiga yang netral tidak memihak pihak manapun dan pihak ketiga tersebut 
diterima oleh para pihak.  
Penyelesaian sengketa dengan menggunakan Mediasi dapat berfungsi baik dengan 
memenuhi beberapa syarat antara lain sebagai berikut: 
 
a. Para pihak mempunyai kekuatan hukum tawar menawar yang sebanding 
b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan masa depan 
c. Teradapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran; 
d. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan 
e. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam 
f. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki 
pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan 
g. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting 
dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak; 
h. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan- kepentingan pelaku 
lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlukan lebih baik 
dibandingkan dengan mediasi. 
 
3. Minitrial HKI 
Seperti yang diaparkan pada pembahasan sebelumnya, dalam perkembangan 
pengaturan penegakan Hak Kekayaan Inteletual di bidang pemerintah pada tahun 2000 
memfungsikan pengadilan niaga untuk menyelesaikan administrasi dan perdata HKI, 
khusus sengketa Desain Produk Industri, Desain Tata letak Sirkuit Terpadu, Merek Paten 
dan Hak Cipta. disamping diperbolehkannya penggunaan arbitrase dan alternative 
penyelesaian sengketa.  
Secara garis besar penyelesaian sengketa melalui model minitrial dilakukan dengan 2 
(dua) tahap yaitu proses pertukaran informasi dan proses negosiasi antara kedua belah 
pihak yang bersengketa.  Pada tahap pertama  advokat yang ditunjuk maisng- masing 
pihak melakukan pertukaran informasi dengan membuat presentasi ringkas mengenai 
pemaparan perkara dan posisioning dari masing- masing pihak dihadapan panel yang 
terdiri atas perwakilan masing- masing pihak yang memegang kuasa untuk 
merundingkan dan menemukan penyelesaian sengketa. Pada tahap kedua dilanjutkan 
dengan proses negosiasi dengan melakukan  diskusi dan penjajakan dengan 
caramembuka penawaran dalam negosiasi untuk menemukan solusi bersama. Para 
pihak yang duduk dalam panel tersebut antara lain Advisor yang netral dengan Ahli 
Hukum membantu jalannya pemeriksaan serta memberikan pandangan untuk 
pengadilan dapat mengambil keputusan dalam perkara tersebut. 
Dalam pemeriksaan Ministrial ini mempunyai manfaat yang besar, karena dalam 
ministrial ini para pihak yang bersengketa ikut serta dalam penilaian materi atau pokok 
perkara melalui presentasi oleh para pihak yang dipaparkan sebelumnya. Untuk alasan- 
alasan inilah prosedur pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan 
pemeriksaan biasa pada pengadilan umum,sehingga pada akhirnya menekan pula pada 
pembiayaan yang relative lebih ringan. 
Namun sebagai sebuah system penegakan hukum nonlitigatif, minitrial juga mempunyai 
syarat agar berlaku efektif. Dalam hal ini minitrial akan bekerja efektif bila dimanfaatkan 
untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak mempunyai kesetaraan dan 
keseimbangan posisi tawar. Hal demikian tidak dapat dipungkiri karena penyusunan 
presentasi ringkas yang menunjukan posisi masing- masing pihak harus disusun oleh 
para pakar dengan akurasi yang memadai untuk memunculkan konsesi dengan 
keterterimaan tinggi bagi masing- masing pihak. 
 
4. Somasi HKI 
Alternative penyelesaian sengketa HKI yang lain dapat ditempuh dalam sengketa 
pemanfaatan merek dagang Buddha Bar ini yaitu Somasi HKI. Somasi HKI merupakan 
teguran atau peringatan yang dibuat, untuk selanjutnya ditampilkan melalui media masa 
oleh pemegang HKI yang ditujukan pada pelanggar HKI agar menghentikan 
perbuatannya dan/atau meminta maaf kepada pemegang HKI tanpa atau dengan 
ancaman akan melakukan tuntutan pada lembaga yang berwenang. Penayangan somasi 
HKI melalui media masa setidaknya mempunyai beberapa tujuan,antara lain: 
a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya suatu komoditas yang 
dilekatkan dengan merek yang bertentangan dengan suatu ajaran agama yang diakui 
keberadaanya di Indonesia 
b) Sebagai pemberitahuan secara umum kepada aparat penegak hukum bahwa telah 
terjadi suatu tindak pidana di bidang HKI 
c) Sebagai media untuk mengancam para pelaku pelanggar HKI agar menghentikan 
perbuatannya.  
d) Menciptakan budaya malu pada pelanggar HKI, karena namanya atau korporasinya 
telah diumumkan secara nasional sebagai pelaku tindak pidana di bidang HKI 
e) Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pelanggaran HKI merupakan 
perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang- Undangan dan dapat dikenai 
sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada. 
f) Menciptakan efek domino pada masyarakat lain agar tidak atau bahkan takut untuk 
melakukan pelanggaran HKI 
 
5. Perdamaian dalam Pengadilan. 
Dengan dasar Pasal 130HIR dapat diketahui bahwa perdamaian dalam ruang 
persidangan yang telah diatur dalam Hukum acara Perdata di Indonesia, menjadi salah 
satu alternative penyelesaian sengketa HKI. Namun demikian agaknya langkah demikian 
belum dioptimalkan oleh para pihak yang bersengketa. Padahal mekanisme perdamaian 
ini mempunyai landasan hukum yang kuat. Dalam prosedur perkara perdata HKI di 
pengadilan para pihak yang terlibat sengketa pada sidang pertama kali bertemu dengan 
HKI, akan dianjurkan dan diberikan kesempatan untuk melakukan perdamaian yang 
disediakan waktu dua minggu himngga tiga minggu untuk melakukan perdamaian. Di 
samping memenuhi ketentuan Pasal 130HIR tersebut, langkah dading ini sejatinya juga 
memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Pembedayaan lembaga dan mekanisme perdamian ini tentu saja akan membantu 
pihak- pihak yang bersengketa untuk mendapatkan penyelesaian sengketa efektif dan 
efisien di bidang HKI. Hal demikian dapat diraih sebab di samping prosesnya cepat, biaya 
ringan, tidak menimbulkan permusuhan, dan keputusannya mempunyai daya pemaksa 
seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
 
6. Plea Bargaining HKI 
Pengoptimalan pemanfaatan model penyelesaian nonlitigatif melalui media Plea 
Bargaining HKI sejatinya merupakan otokritik terhadap pidana penjara dan disparitas 
putusan HKIm terhadap pelanggar HKI. Dapat dicermati, kebijakan legislative yang 
senantiasa memasukkan sanksi pidana penjara pada peraturan Perundang- Undangan 
di bidang HKI, dapat dikatakan jelas tanpa dilandasi kajian mendalam mengenai hal 
tersebut. Fenomena ini agaknya telah menjadu kebiasaan pemerintah DPR yang dengan 
mudahnya memasukan sanksi pidana penjara, peraturan Perundang- Undangan 
dianggap seakan macan kertas yang tidak mempunyai pengaruh. Hal demikian seakan 
semakin menunjukkan rona masyarakat Indonesia yang terbiasa menggunakan bentuk 
kekerasan atau ancaman untuk membuat seseorang untuk patuh terhadap hukum. 
Padahal dengan pencantuman sanksi pidana dimaksud, sebenarnya menyulitkan dalam 
fase penegakan hukumnya. Disamping itu, parameter disparitas HKI ketika 
menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi pelanggar HKI terhadap hukuman maksimum 
dapat dijadikan parameter guna mengetahui keseriusan aparat dalam penegakan 
hukum HKI. Jika HKIm memutus suatu hukuman maksimum pidana penjara, maka 
dapat saja pihak asing beranggapan bahwa penegakan hukum HKI di Indonesia masih 
rendah (Adi Sulistyono, 2004:104). Kondisi demikian justru akan menyulitkan Indonesia 
ketika produk dari suatu pemilik asing dibajak di Indonesia dan pemerintah yang 
bersangkutan menggugat pemerintah Indonesia dalam forum dan mekanisme WTO 
atau bahkan menerapkan sanksi perdagangan atau cross retaliation atas produk ekspor 
Negara yang dimaksud. 
Mencermati berbagai alasan tersebut, dalam rangka mensosialisasikan 
pemanfaatan penyelesaian sengketa dengan penyelesaian nonlitigatif khususnya dalam 
Bidang HKI yaitu merek, sudah saatnya pemerintah mulai mengkonsepkan penyelesaian 
menggunakan upaya nonlitigatif untuk tindak pidana di bidang HKI. Pemanfaatan 
penyelesaian nonlitigatif semacam plea bargaining, tampaknya lebih tepat digunakan 
jika dibandingkan hanya mengandalkan beratnya sanksi pidana penjara bagi pelanggar 
HKI (Adi Sulistyono, Muhammad Rustamaji, 2009:135). Dengan pengakuan bersalah di 
muka public melalui media masa ditambah membayar denda yang besar untuk 
selanjutnya diserahkan kepada bendahara Negara, hal tersebut sudah dapat 
menguntungkan para pihak (win- win solution).  
 
 Jalur Litigasi: 
Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini membuka peluang untuk 
mengajukan sengketa supaya dapat diperiksa secara perdata atau pidana. Di samping kedua 
alternatif tersebut pemilik hak merek dapat mengajukan permohonan penetapan sementara 
yang diatur di dalam Undang- Undang merek. Sengketa dalam HKI ada 3 kategori yaitu: 
1) Sengketa administrasi 
Merupakan sengketa yang terjadi antara pihak yang mengajukan HKI dalam hal ini 
dikatakan sebagai pemohon dengan Pemerintah dalam hal ini yaitu Dirjen HKI dalam 
kaitannya dengan penolakan permohonan pendafataran karena tidak dipenuhi syarat- 
syarat pada peraturan perundang- undangan. 
Selain itu sengketa administrasi juga dapat terjadi antara pemegang merek dan Dirjen 
HKI dengan Pihak ketiga yang berkaitan dengan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual 
karena kesalahan dalam mengeluarkan putusan administrasi yang telah dikeluarkan 
oleh Dirjen HKI. Untuk menyelesaikan sengketa administrative, ketentuan normative 
telah menyediakan komisis banding, Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung sebagai 
sarana untuk mendapatkan putusan. 
2) Sengketa Perdata 
Apabila menginginkan penyelasaian melalui perdata maka pemilik dari hak merek dapat 
mengajukan gugatan kepada pihak lain yang telah dianggap melanggar haknya melalui 
suatu gugatan dengan dasar bahwa pihak lain tersebut telah melakukan perbuatan 
melawan hukum. 
3) Sengketa Pidana 
Bagi para pemegang hak atas merek terdaftar ingin menyelesaikan kasusnya secara 
pidana dapat mengadukan pihak yang disangka melakukan perbuatan melawan hukum 
tersebut ke polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyidikan. 
Apabila terdapat bukti- bukti yang cukup maka kepolisian akan melimpahkan berkas 
perkara ke kejaksaan. Dari Kejaksaan berkas perkara akan bergulir ke Pengadilan untuk 
mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap supaya dapat dieksekusi.  
Pada tahap pembuatan surat dakwaan di Kejaksaan, jaksa atau penuntut umum dapat 
mendakwakan ketentuan- ketentuan dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 Undang- 
Undang Merek. Dari kelima Pasal tersebut dapat dicermati bahwa hukuman untuk 
kasus pelanggaran merek sangat berat. Hukuman penjara dapat dijatuhkan untuk 4 
(empat) sampai 5 (lima) tahun, kurungan sampai dengan 1 (satu) tahun, sementara 
denda dapat dijatuhkan sampai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).  
Ketentuan pidana dalam Pasal 90 sampai Pasal 94 dan sanksi pidana yang diatur dalam 
Undang- Undang Merek lebih tinggi dibandingkan dengan Undang- Undang Merek 
sebelumnya yaitu dengan ancaman penjara maksimum setiap klasifikasi delik antara 1 
(satu) tahun sampai dengan paling lama 5 (lima) tahun penjara dan atau diancam 
membayar denda maksimum berdasarkan setiap klasifikasi delik dari Rp. 200.000.000 
(dua ratus juta) hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sanksi pidana penjara 
dan denda tersebut dapat diterapkan secara komulatif atau alternative, kecuali Pasal 94 
yang bersifat alternative. (Erna Dyah Kusumawati, Analisis Putusan Hakim Nomor 
83/PID.B/2002/PN. SKA mengenai tindak pidana pemalsuan merek produk kecap 
“Lombok grandia” (suatu studi mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas 
merek menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001, Yustisia Jurnal Hukum Edisi 
Nomor 73 Januari – April 2008 : 47) 
2. Tinjauan Umum tentang Lisensi 
a. Pengertian Lisensi 
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek Terdaftar kepada 
pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 
pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau 
sebagian jenis barang dan/ jasa yang didaftarkan dalam kurun waktu dan syarat 
tertentu.(Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001). Dilihat dari 
pengertian menurut Undang- Undang Merek, maka yang dimaksud dengan Lisensi 
adalah suatu pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak Kekayaan 
Intelektual, yang bukan pengalihan hak,yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada 
Penerima Lisensi, dalam jangka waktu dan syarat tertentu, yang pada umumnya 
disertai dengan imbalan berupa royalti (Gunawan Widjaja, 2004: 24)   Dengan 
batasan lisensi yang dapat memberikan lisensi merek adalah pemilik yang sudah 
terdaftar pada kantor merek. Pemilik dari merek yang memberikan izin untuk 
menggunakan disebut dengan licensor, sedangkan orang atau badan hukum yang 
menerima merek tersebut disebut sebagai licensee. 
Dalam Lisensi (Suyud Margono, 2005: 59)  dapat dilakukan dalam beberapa 
cara yang ditempuh, antara lain: 
1) Eksklusif. 
Dalam hal ini licensor tidak memberi kepada siapapun lisensinya yang 
meliputi ruang lingkup kegiatan 
2) Sendiri 
Sama degan Lisensi Eksklusif, tetapi licensor dapat mencadangkan pada 
kemungkinan untuk mengeksploitasi hak- hak 
3) Noneksklusif 
Licensor menahan hak- hak tersebut untuk kemudian diberikan lisensi 
pada obyek yang sama atau area lain dalam lisensi. 
Secara keseluruhan dalam lisensi Eksklusif yang diatur dalam Undang- 
Undang mensyaratkan segi fomalitas tertentu. Tetapi, dalam hal ketentuan 
mengenai kontraktual yang secara detail diatur seharusnya mencapai kejelasan 
dengan standar yang tinggi serta kepastian yang menyebutkan hak dan kewajiban 
para pihak. 
Tipikal masalah seharusnya lebih ditujukan pada perluasan dari pemberian 
lapangan dengan menggunakan improvement dan sifat kerahasiaan, bantuan 
teknis, due diligence, ganti kerugian, dan pengupahan (reunumeration). 
Di dalam Pasal 43 Undang-undang Merek menentukan bahwa Pemilik 
Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian 
bahawa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau 
seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian Lisensi berlaku si seluruh wilayah 
Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu 
yang tidak boleh lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang 
bersangkutan. Dengan dasar Pasal 43 Undang- Undang Merek maka perjanjian 
pemberian lisensi meruipakan perjanjian formal, yanbg harus memenuhi bentuk 
yang tertulis. Kewajiban agar perjanjian lisensi ini dibuat secaar tertulis juga 
diperkuat dengan kewajiban pendaftaran lisensi. 
Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain 
tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga 
lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain (Pasal 
44 Undang-undang Merek). Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa 
penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga (Pasal 45 
Undang-undang Merek).  
 Pemberian lisensi ini menguntungkan bagi pemilik dari merek tersebut 
Karena tanpa investasi dia dapat memperluas usahanya dan mendapatkan 
pembayaran royalti dari pemegang lisensi. 
Dalam perjanjian lisensi ini terdapat pembatasan – pembatasan, antara lain: 
1. Pembatasan penggunaan merek hanya pada barang dan atau jasa 
tertentu saja; 
2. Pembatasan wilayah penggunaan merek sehingga tidak meliputi 
seluruh wilayah Indonesia 
3. Pembatasan jangka waktu berlakunya lisensi sehingga bisa lebih 
pendek daripada masa perlindungan merek tersebut. (Ahmadi Miru, 
2005:63) 
 
b. Syarat- Syarat Lisensi 
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian lisensi 
merek agar dapat dicatat dalam daftar umum merek, antar lain: 
a) Jenis barang atau jasa yang dilesensikan harus disebutkan secara jelas. 
Digunakan untuk kepastian pencatatan dalam daftar umum. 
b) Jangka waktu berlakunya lisensi tidak boleh lebih lama dari jangka waktu 
berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan. 
c) Apabila penerima lisensi menghendaki agar pemberian lisensi tidak boleh 
memakai atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk 
menggunakan merek tersebut, harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian. 
d) Dan apabila penerima lisensi menghendaki dapat memberikan lisensi kepada 
pihak ketiga lainnya maka harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian. 
e) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan 
kerugian bagi perekonomian nasional atau menghambat kemampuan bangsa 
Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. 
 
c. Lisensi Merek Terdaftar 
Dalam Pasal 48 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur mengenai 
lisensi yang hanya diberikan untuk merek yang terdaftar, antara lain: 
a) Penerima Lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan 
atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi 
tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi. 
b) Perjanjian lisensi sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib 
meneruskan pembayaran royalty kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, 
melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek 
yang tidak dibatalkan 
c) Dalam hal pemberian lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara 
sekaligus dari penerima lisensi, Pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan 
bagian royalty yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, 
yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu lisensi. 
d. Manfaat Lisensi 
Manfaat lisensi dapat di lihat dari 2 sudut pandang, antara lain sebagai 
berikut: 
a) Manfaat bagi Pemberi Lisensi 
1) Sebuah jaringan menawarkan keunggulan berupa 
keseragaman/homogenitas, daya beli, daya advertising. 
2) Biaya pengembangan lebih kecil dibanding dengan cabang, karena 
investasi terbagi antara franchisor dan franchisee  
3) Waktu pengembangan lebih singkat  
4) Partner kerja antara entrepreneur independen, yaitu franchisee dan 
franchisor sangatlah efektif karena franchisee yang terpilih memiliki 
motivasi yang kuat, bekerja lebih lama dan memanage lebih dekat 
dibandingkan dengan pegawai. 
b) Manfaat bagi Penerima Lisensi 
1) Jaringan waralaba memberikan keunggulan berupa homogenitas, daya 
beli, daya advertising, sarana...  
2) Franchisee mengkopi/meniru kesuksesan dengan diberikannya bantuan 
dari awal bisnis sehingga lebih cepat dengn biaya lebih murah  
3) Resiko lebih kecil : alasan yang sama  
4) Persentasi rentabilitas kapital entrepreneur lebih tinggi  
5) Franchisee menguasai  kontrol professionnal superior karena transfer 
« know how » dan asistensi.  
6) Franchisee belajar bidang baru 
5) Hak dan Kewajiban Penerima Lisensi serta Pemberi Lisensi 
 
a) Hak Penerima Lisensi: 
1) Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak Atas 
Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan olehnya untuk 
melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut; 
2) Memperoleh bantuan dari Pemberi Lisensi atas segala macam cara 
pemanfaatna dan atau penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang 
dilisensikan tersebut (Gunawan Widjaja, 2004:77) 
 
b) Kewajiban Penerima Lisensi: 
1) Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh Pemberi Lisensi 
kepadanya guna melaksanakan Hak atas kekayaan intelektual yang 
dilisensikan tersebut 
2) Memberikan keleluasaan bagi Pemberi Lisensi untuk melakukan 
pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba- tiba, guna 
memastikan bahwa Penerima Lisensi telah melaksanakan Hak Atas 
Kekayaan Inteletual yang dilisensikan dengan Hak 
3) Memberikan laporan- laporan \baik secara berkala maupun atas 
permintaan khusus dari Pemberi Lisensi 
4) Membeli barang modal tertentu ataupun barang- barang tertentu lainnya 
dalam rangka pelaksanaan lisensi dari Pemnberi Lisensi 
5) Menjaga kerahasiaan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, 
baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberi lisensi 
6) Melaporkan segala pelanggarabn hak atas kekayaan Intelektual yanbg 
dilisensikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang 
diberikan 
7) Tidak memaanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan 
selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang diberikan 
8) Melakukan pembayaran lisensi dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah 
disepakati 
9) Atas pengakhiran lisensi, mengembalikan seluruh data, informasi maupun 
keterangan yang diperoleh 
10) Atas pengakhiran lisensi, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, 
informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh Penerima Lisensi 
selama masa pelakasanaan lisensi dan tidak lagi melakukan kegiatan yang 
sejenis, serupa, ataupun secara langsung maupun tidak langsung dapat 
menimbulkan persainngan dengan menggunakan Hak Atas kekayaan 
Intelektual (Gunawan Widjaja, 2004: 78) 
 
c) Hak Pemberi Lisensi: 
1) Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau 
pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi 
2) Menerima pembayaran royalty dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang 
dianggap layak olehnya. 
3) Melakukan pendaftaran atas lisensi yang diberikan kepada penerima 
lisensi 
4) Pemberian Lisensi tidak menghapuskan hak pemberi Lisensi untuk 
memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri Hak atas 
Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. (Gunawan Widjaja, 2004: 
79) 
d) Kewajiban Pemberi Lisensi: 
1) Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas 
kekayaan Intelektual yang dilisensikan untuk melaksanakan lisensi yang 
diberikan tersebut; 
2) Memberikan bantuan pada Penerima Lisensi mengenai cara pemanfaatan 
dan atau penggunaan Hak atas kekayaan Intelektual yang dilisensikan 
tersebut. ( Gunawan Widjaja, 2004: 80) 
6) Kekurangan dari penggunaan Lisensi 
a) Kurang pengendalian, Intisari dari sebuah lisensi – yaitu membeli dan 
mengoperasikan konsep yang telah teruji.  
b) Biaya diperlukan uang dalam jumlah banyak untuk membuka dan mengoperasikan 
sebuah lisensi. Untuk pembayaran Lisensi 
c) Terikat pada perjanjian 
7) Lisensi Buddha Bar 
Lisensi Merek dagang Buddha Bar berasal dari Perancis Pemiliknya yaitu Geoge 
V. Restaurant yang diberikan lisensinya kepada PT. Nireta Vista Creative yang berada di 
Indonesia. Buddha Bar yang bertempat di Jalan Teuku Umar No. 1, Menteng, Jakarta 
Pusat 10350.  Buddha-Bar Pertama kali  di dunia ini pada tahun 1996 di Paris dekat 
Persetujuan Square. Penulis sebuah konsep dan ide mengenai Konsep Buddha Bar yaitu  
Visan Raymond. Pada Tahun 2004 Pembukaan Buddha Internasional pertama-Bar di 
Beirut, Lebanon. Kemudian Buddha Bar memperluas layanan melalui Lisensinya  di kota-
kota terbesar dengan kancah dunia yaitu antara lain: Beirut, Dubai, Kairo, London, Kiev, 
Jakarta, Sao Paolo, dan Praha. Buddha-Bar dalam usahanya memiliki  visi yaitu 
memberikan ketenangan kepada konsumen  dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Jakarta 
merupakan Tuan Rumah dari Buddha Bar  yang pertama di Asia.. 
Buddha-Bar berlokasi di gedung bersejarah bekas imigrasi  yang berada di Jl 
Teuku Umar No.1 Menteng Jakarta 10350. Desain bangunan tersebut terinspirasi oleh 
sebuah kuil Asia, dengan sentuhan Portugis mosaik, furniture mahoni gaya kolonial, 
artefak kuno, dan patung-patung antik yang berbentuk patung Buddha, dan elegan fiting 
lampu dipangkas. (info@buddha-bar.co.id) 
 
 
3)  Cross Retalation (Sanksi Perdagangan Silang) 
Cross Retalation Sanksi Perdagangan silang diselenggarakan  oleh Dunia 
Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan pilihan memeriksa 
dan tantangan dalam penggunaan lintas-pembalasan, terutama oleh negara-negara 
berkembang. . Panel World Trade Organization (WTO) difokuskan pada dua 
perjanjian: Perjanjian on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS), dan Perjanjian Umum tentang Perdagangan dan Jasa (GATS). Sanksi 
Perdagangan Silang dapat digunakan terhadap anggota WTO yang ditemukan 
melanggar aturan perdagangan Negara,  yang menang bisa bertahan lebih bahaya 
dengan membalas di sektor yang sama seperti pelanggaran yang sering terjadi ketika 
negara membalas ekonomi yang lebih kecil.  Dalam Cross Retalation ini harus 
mendapatkan persetujuan dari World Trade Organization untuk dapat dilakukan. 
Apabila World Trade tidak menyetujui maka Sanksi Perdagangan Silang ini tidak 
dapat dilakukan oleh Negara yang mengajukan Cross Retalation terhadap Negara lain. 
Paradoksnya, sanksi perdagangan silang pada awalnya dirancang untuk 
memungkinkan negara maju para pemegang hak kekayaan intelektual untuk menarik 
konsesi di bidang barang dan jasa dalam pembalasan atas pelanggaran paten, merek dagang 
dan hak-hak lain, untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan hal yang dapat 
menghambat  ekspor adalah salah satu alasan mendasar seluruh(TRIPS). 
Sanksi Perdagangan Silangsekarang sedang digunakan oleh negara-negara 
berkembang sebagai sebuah mekanisme untuk mendorong kepatuhan dari non-
compliant negara-negara maju. Mekanisme ini telah disetujui dua kali oleh Badan 
Penyelesaian Sengketa  World Trade Organization (WTO). Walaupun Sanksi 
Perdagangan Silang kadang-kadang secara teknis sulit untuk diterapkan, isu-isu 
hukum tampaknya tidak menjadi penghalang utama.  
Yang signifikan dalam hambatan untuk sanksi perdagangan silang tidak 
masalah hukum saja, akan tetapi dapat menghindari masalah dengan World 
Intellectual Property Organization konvensi, selain itu dapat menghindari masalah 
dengan pengaturan bilateral dan regional Hal yang paling sulit bagi pemerintah negara 
berkembang. 
Beberapa jalan dapat digunakan  bagi suatu negara untuk secara efisien sanksi 
Perdagangan silang, seperti dengan menggunakan mekanisme perundang-undangan 
yang sudah ada, antara lain dengan lisensi wajib, yang memungkinkan pemerintah 
untuk menghasilkan produk-produk paten, Merek dagang  tanpa izin pemegang. Paten 
dapat menyediakan cara paling mudah penangguhan sementara perlindungan di 
bawah merek dagang TRIPS akan bermasalah terutama karena kurangnya potensi 
pengendalian kualitas dan efek yang merugikan konsumen produk yang mungkin 
tidak memiliki kualitas yang sama atau utilitas sebagai produk asli 
 
4. TEORI BEKERJANYA HUKUM 
Menurut  (Robert B. Seidman, Hukum dapat bekerja dapat dilihad dengan menggunakan 
bagan sebagai berikut: 
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Faktor- Faktor Sosial dan   Faktor- Faktor Sosial 




Dari  bagan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  : 
a)   Setiap  peraturan  hukum  memberitahu  tentang  bagaiman  seorang  pemegang  
peranan  (role occupant)  itu  diharapkan  bertindak.  Bagaimana seorang  itu  akan  
bertindak  sebagai  respons  terhadap  peraturan  hukum  merupakan   fungsi-







S  Hukum 
SSosial Politik 
 
lembaga-lembaga  pelaksana  serta  keseluruhan kompleks  sosial, politik  dan lain-
lainnya mengenai dirinya. 
b)   Bagaimana  lembaga-lembaga  pelaksana  itu akan  bertindak  sebagai respons  
terhadap  peraturan hukum  merupakan   fungsi peraturan-peraturan  hukum  yang  
ditujukan  kepada  mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan  kompleks kekuatan  
sosial, politik  dan  lain-lainnya yang mengenai  diri mereka  serta  umpan balik   
yang datang  dari  pemegang peranan. 
c)  Bagaimana  para  pembuat  undang-undang  itu akan  bertindak  merupakan  fungsi 
peraturan-peraturan  yang mengatur  tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, 
keseluruhan kompleks kekuatan  sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang  
mengenai diri  mereka  serta umpan balik  yang  datang  dari pemegang  peran  serta  
birokrasi. 
 
HUKUM SEBAGAI SUB SISTEM SOSIAL 
Menurut teori sibenertika Talcoot Parson suatu  sistem social pada hakekatnya merupakan 
suatu sinergi antara berbagai sub sistem social yang saling mengalami ketergantuangan dan 
keterkaitan sau dengan yang lain. 




 Ekonomi Budaya 
 
 
Hukum dan politik saling dominan untuk menjadi yang paling unggul/ dominan/primer dalam 
konfigurasinya. 
Hukum dalam kehidupan sistem sosial       hukum menjadi hal yang berpengaruh. 
Slah satu sistem yang dominan akan diikuti oleh sistem yang lainnya, demikian juga ketika terjadi 
supremasi hukum maka aspek-aspek lain mengikuti. 
B. Kerangka Pemikiran 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yaitu Dengan pengesahan ratifikasi 
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia merupakan Negara anggota dari World Trade 
Organization (WTO). Indonesia sebagai Negara anggota maka Indonesia harus mengikuti peraturan 
yang ada pada World Trade Organization mengenai Hak Kekayaan Intelektual mengeluarkan salah 
satu Undang- Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual yaitu Undang- Undang Nomor 15 Tahun 
2001 tentang Merek. Dimana di dalam Undang- Undang Merek lama belum memenuhi aturan yang 
ada di dalam World Trade Organization (WTO). Di dalam Undang- Undang Merek memuat mengenai 
adanya permohonan pendaftaran merek yang berbeda dengan permohonan merek dari Undang- 
Undang Merek yang lama. Dalam hal ini penulis mengambil mengenai permohonan pendaftaran 
merek dagang Buddha Bar kepada Direktorat Jendral HaKI yang didaftarkan oleh Pemilik Merek 
Dagang Buddha Bar yaitu Geoge V. Entertainment. Permohonan Pendaftaran Merek Dagang dengan 
Iktikad baik tersebut diterima Direktorat Jendral HaKI. Pendaftaran merek tersebut telah dikeluarkan 
Sertifikat Merek IDM000189681 di Kelas 43, dengan adanya penerimaan merek dagang Buddha dan 
telah dikeluarkan sertifikat merek dagang Buddha Bar maka usaha Buddha Bar dapat dijalankan 
dengan mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek dagang Buddha Bar dan usaha Buddha 
Bar dapat dijalankan di Indonesia. Usaha perdagangan Buddha Bar ini membuat keresahan 
masyarakat Indonesia dengan penggunaan merek dagang Buddha Bar. Dengan adanya keresahan 
tersebut Masyarakat meminta kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk 
menghentikan penggunaan Merek Dagang Buddha Bar di Indonesia yang dianggap melecehkan salah 
satu agama di Indonesia. Dengan adanya keresahan masyarakat tersebut maka Direktorat Jenderal 
HaKI menarik Sertifikat Merek Dagang Buddha Bar dari Perancis di Indonesia. Merek dagang Buddha 
Bar ini adalah Lisensi dari Negeri Perancis yang tergabung di dalam anggota World Trade 
Organization (WTO). Dalam hal ini Perancis merasa dirugikan dengan dasar Article 2 Paris 
Conventional For the Protection of Industrial Property dimana memberikan perlindungan yang sama 
pada Negara asal dan pada  merek dagang Buddha Bar di Perancis tidak ada pembatalan dan telah 
ada pengakuan dari Negara- Negara lain penerima lisensi selain Indonesia. Ada Potensi untuk 
melakukan Cross Retalation (Sanksi Perdagangan Silang) oleh Perancis Terhadap Indonesia. Dimana 
penerapan sanksi perdagangan silang ini diputu oleh kebijakan dari World Trade Organization 
(WTO). Dimana dapat dilihat dengan bagan sebagai berikut: 
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PT. Nireta Vista 
Creative 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN 
 
1. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian 
a. Sejarah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
Pelayanan jasa hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di 
Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk pertama kalinya 
didaftar merek no. 1 (satu) oleh Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom 
pada tanggal 10 Januari 1894 di Batavia. 
Berdasarkan Reglement Industrieelen Eigendom 1912 Stbl. 1912-545 jo 
1913-214, yang melakukan pendaftaran merek di Indonesia adalah Hulpbureua 
Voor den Industrieleen Eigendom di bawah Department Van Justitie yang waktu 
itu hanya khusus menangani pendaftaran merek. Kemudian berdasarkan Stbl. 
1924 no. 576 ayat 2 ruang lingkup tugas Department Van Justitie meliputi pula 
bidang milik perindustrian. 
Dalam masa kemerdekaan RepubIik Indonesia sesuai dengan Pasal II 
Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, Stbl. 1924 no. 576 masih tetap 
berlaku dengan perubahan nama menjadi Kantor Milik Kerajinan. Pada tahun 
1947 Kantor Milik Kerajinan pindah ke Surakarta dan pada tanggal 9 Oktober 
1947 berubah namanya menjadi Kantor Milik Perindustrian 
Pada masa pemerintahan RIS Kantor Milik Perindustrian pindah ke 
Jakarta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 60 tahun 1948 tentang lapangan 
pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman yang 
meliputi pula Kantor Milik Perindustrian, Kantor Milik Perindustrian terdiri atas: 
1) Bagian Pendaftaran Cap Dagang.  
2) Bagian Perlindungan atas Pendapatan-pendapatan Baru (Octrooi).  
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Pebruari 1964 no. 
J.S. 4/4/4 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, yang 
disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman no. J.S.4/4/24 tanggal 27 
Juni 1965 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, nama Kantor 
Milik Perindustrian diganti menjadi Direktorat Urusan Paten yang bertugas 
menyelenggarakan peraturan-peraturan mengenai perlindungan penemuan dan 
penciptaan.  
Dengan demikian, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut 
Direktorat Urusan Paten tidak saja menangani urusan bidang merek dan bidang 
paten tetapi juga menangani bidang hak cipta.   
Tahun 1966, Presidium Kabinet mengeluarkan keputusan no. 
75/U/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian tugas Departemen. 
Dalam Keputusan ini Direktorat Urusan Paten berubah menjadi Direktorat Paten, 
Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-undangan, yang 
terdiri dari: 
1. Dinas Pendaftaran merek 
2. Dinas Paten 
3. Dinas Hak Cipta 
Pada tahun 1969 melalui Keputusan Presiden no. 39 Tahun 1969 dibentuk 
Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan. Dengan dibentuknya 
Direktorat Jenderal yang baru tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan 
badan Peradilan dan Perundang-undangan dipecah menjadi Direktorat Jenderal. 
 
b. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain sebagai 
berikut: 
Visi: 
Terciptanya sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang efektif dan efisien 
dalam menopang pembangunan nasional. 
Misi: 
Mengelola sistem HKI dengan cara: 
1. Memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas kreatifitas;  
2. Mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan 
pertumbuhan ekonomi; dan  
3. Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif 
 
2. Dampak Penarikan Sertifikat Merek Dagang Buddha Bar di Indonesia 
Dengan adanya penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar di dalam 
penulisan Hukum ini dilakukan wawancara kepada Pegawai Direktorat Jenderal Hak  
Kekayaan Intelektula dengan Hasil: 
Sekitar 200 umat Budha yang tergabung dalam Majelis Agama Buddha 
Thervada Indonesia (Magabudhi) berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia pada 
hari sabtu tanggal 14 Maret 2009 dan di depan restoran Buddha-Bar, umat Budha 
menuntut penutupan restoran dan penggantian nama Buddha-Bar karena memakai 
nama dan simbol agama untuk kepentingan komersial. Umat Budha keberatan jika 
simbol agama dijadikan simbol restoran komersial, yang menjual wine dan daging. 
Sementara itu, dalam surat edaran nomor DJ.VI/2/BA.00/202/2009 Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Budha tidak memberikan rekomendasi terhadap usaha dagang 
dan hiburan yang akan menggunakan nama "Buddha", seperti Buddha Bar, Buddha 
Spa, Buddha Cafe, dan lainnya. Penggunaan nama Buddha-Bar dinilai telah 
menimbulkan keresahan di lingkungan umat Budha. Pendekatan secara persuasif pada 
Gubernur DKI Jakarta dan pada pengelola restoran untuk mengganti nama Budha-Bar 
dengan nama lainnya telah dilakukan dan pimpinan PT Nireta Vista Creative sebagai 
pengelola Buddha-Bar telah menyanggupi untuk mengganti nama usahanya dengan 
nama lain yang tidak menggunakan kata "Buddha". 
FORUM ANTI BUDDHA BAR (FABB) yang terbentuk di Jakarta pada tanggal 
22 Febuari 2009, adalah forum lintas organisasi Buddhis dan perseorangan yang 
dibentuk untuk mengartikulasikan aspirasi Umat Buddha di Indonesia yang 
berkeberatan atas penggunaan kata Buddha dan simbol-simbol Buddhis pada Buddha 
Bar. Penggunaan nama agama pada usaha komersial tentu tidak pantas dan tidak 
dapat diterima oleh agama manapun. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, FABB mendesak hal-hal sebagai berikut: 
a. Meminta pihak Buddha Bar untuk tidak lagi menggunakan nama Buddha 
sebagai nama kegiatan komersialnnya. Penggunaan nama Buddha tersebut 
telah menodai dan menista Agama Buddha, melanggar Pasal 156a KUHP 
tentang penodaan agama “ Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan 
atau melakukan perbuatan:  
1. Yang ada pada pokoknya besifat permusuhan, penyelahgunaan, atau 
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 
2. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang 
bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa. 
Serta PNPS No. I Tahun 1965 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan 
agama. Apabila pihak Buddha Bar tidak mengindahkan serta memenuhi 
permintaan kami ini, maka kami akan melakukan tindakan hukum terhadap 
Buddha Bar. 
b. Meminta pemilik Bar dan Restaurant Buddha Bar untuk meminta maaf 
kepada Forum Anti Buddha Bar dan seluruh umat Buddha di Indonesia atas 
penggunaan nama Buddha untuk kegiatan usaha bar & restaurant di Jl. 
Teuku Umar No. 1 Jakarta Pusat selama ini. Permintaan maaf tersebut harus 
termuat dalam media cetak dan/atau media elektronik sehingga dapat 
diketahui seluruh umat Buddha. Untuk ini, baik media,isi pernyataan maaf 
maupun besaran iklannya harus disetujui oleh Forum Anti Buddha Bar 
sebelum dimuat di media massa. 
c. Meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut izin operasional Buddha 
Bar, apabila yang bersangkutan tidak segera mengganti namanya. Kami juga 
meminta Pemprov DKI Jakarta tidak lagi mengeluarkan izin operasional 
kepada entitas bisnis manapun yang bermaksud menggunakan nama agama 
sebagai usaha komersialnya. 
d. Meminta Dirjen HKI untuk tidak menerima pendaftaran Buddha Bar sebagai 
merk dagang di Indonesia. 
 
Tidak hanya umat Budha yang menolak kehadiran bar berskala internasional 
tersebut, berbagai tokoh lintas agama, sosial, dan politik, juga member dukungan 
untuk menolak beroperasinya bar yang berlisensi dari Perancis tersebut dengan 
menandatangani petisi yang berisi penolakan penggunaan nama Budha Bar, seperti 
yang digunakan sebuah bar di kawasan Menteng, Jakarta, karena hal itu dianggap 
melecehkan agama dan umat Budha. Penandatanganan petisi yang berisi empat butir 
penolakan dilakukan di Merchantile Club gedung World Trade Center (WTC) Jakarta, 
Jumat. Petisi ini selanjutnya  diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo 
untuk segera di tindak lanjuti. 
Empat butir petisi yang dibacakan sebelum ditantangani para tokoh itu 
menyebutkan bahwa; 
a. Sangat tidak pantas menjadikan nama agama Budha beserta ornamennya dan 
simbol-simbolnya sebagai nama suatu kegiatan komersial yakni Budha Bar, 
karena merusak kesucian nilai-nilai spiritual agama. Apalagi bar tersebut 
memperdagangkan alkohol. 
b. Komersialisasi nama agama apapun melanggar nilai-nilai etis dan moral di 
masyarakat serta menodai kesucian suatu agama, yang merupakan delik pidana. 
c. Menyerukan kepada pemilik Budha Bar untuk segera mengganti nama usahanya 
sekaligus tidak menggunakan ornamen dan simbol-simbol Budhis di dalam tempat 
usahanya karena melukai perasaan umat Budha serta umat beragama lainnya di 
Indonesia. 
d. Mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk 
mengambil tindakan tegas dalam waktu secepatnya guna melindungi umat 
beragama, khususnya umat Budha, agar perdamaian dan toleransi umat beragama 
di Indonesia selalu terpelihara dengan baik. 
 
Petisi tersebut ditandatangani 12 tokoh lintas agama yakni, pakar hukum tata 
negara Jimly Ashidiqqie, Ketua PBNU Masdar Mas`ud, tokoh NU Muhammad Agil 
Sirad, tokoh agama Kristen Frans Magnis Suseno, dan Koordintaor Indonesian 
Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia. Direktur Agama Budha 
Departemen Agama Oka Diputra, Ketua Dewan Pembina Sarjana dan Profesional 
Budhis Indonesia (SIDDHI) Ponijan Law, Ketua Umum Majelis Budhayana 
Indonesia Sudhamek, dan Ketua Sangha Teravada Indonesia Ratna Surya Tokoh 
lainnya yang turut menandatangani petisi, antara lain, pengamat politik J Kristiadi dan 
Yudhi Latief serta aktivis kebebasan beragama Ulil Abshor. 
Adapun Pro Kontra mengenai penggunaan merek dagang Buddha Bar dapat 
penulis tulis seperti pada table di bawah ini yaitu: 
Tabel.1 Poin Pro Kontra Pemanfaatan Merek Buddha Bar 
 
Forum Anti Buddha Bar (FABB) PT. Nireta Vista Creative 
Esensi dari Tubuh Buddha adalah satu 
yaitu “Tubuh Kebenaran” 
“Nirmanakaya” jadi apapun bentuk 
tubuh Buddha dalam sebuah Rupang 
Buddha Theravada tidak berhak untuk 
memprotes karena yang ada di Buddha 
Bar adalah Patung Buddha beraliran 
Mahayana – Liues Sungkharsima (Dewan 
(Patung) bukan merupakan pembedaan, 
agama Buddha di Indonesia adalah satu 
– Tjhin A Sin (Koordinator FABB) 
Pembina Gemabudhi) 
Umat Buddhis beranggapan bahwa 
pemakaian nama Buddha untuk suatu 
usaha merupakan pelecehan terhadap 
agama Buddha sebagai salah satu agama 
yang sah di Indonesia. Buddha yang suci 
dan disucikan dalam agama Buddha, 
sangat tidak pantas digunakan sebagai 
nama merek atau tempat usaha hiburan 
apalagi disambungkan dengan kata 
“Bar”, yang memiliki konotasi negative, 
Karena itulah umat Buddha meminta 
nama “Buddha Bar” diganti. –Kevin Wu 
(Ketua FABB) 
Buddha Bar merupakan tempat usaha di 
bidang jasa restoran, bukan merupakan 
tempat ibadah. Di dalam Buddha Bar 
tidak ada sedikitpun kegiatan bernuansa 
penodaan terhadap suatu agama tertentu, 
khususnya agama Buddha. Pemakaian 
nama Buddha pada restaurant Buddha- 
Bar telah umum, karena telah banyak 
penggunaan nama, istilah, dan symbol- 
symbol agama Buddha pada jenis usaha 
restaurant di Indonesia maupun luar 
negeri (Manajemen PT. Nireta Vista 
Creative) 
PT. Nireta Vista Creative sebagai 
pengelola Buddha Bar kita adukan 
karena dalam menjalankan usahanya 
menggunakan nama Buddha (agama sah 
kita) sebagai nama bar, dimana telah 
jelas hal tersebut sebagai penistaan 
agama Buddha. Apalagi bagi umat kami, 
Tuhan kami, dan Nabi kami. 
FABB meminta Bar itu tidak  
menggunakan nama Buddha serta  
penggunaan symbol, ornament atau 
patung keagamaan untuk digunakan 
kegiatan usaha apalagi dijadikan nama 
Bar yang memiliki arti tempat negatif 
yang maknanya berarti tempat menjual 
minuman keras, tempat orang mabuk- 
mabukan padahal tersebut dilatrang oleh 
Legalitas restoran Buddha Bar di 
Indonesia sudah sah menurut Hukum 
yang berlaku karena telah terdaftar di 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia pada 
tanggal 16 Januari 2009. Sertifikat 
Restoran Buddha Bar terdaftar dengan 
Nomor IDM000189681 di kelas 43 untuk 
Jenis Restaurant. Sejak tanggal 
pendaftaran diajukan pada 18 Juli 2007, 
penggunaan nama Buddha Bar tidak 
mendapat sanggahan dan protes dari 
pihak manapun. (manajemen PT. Nireta 
Vista Creative). 
 
agama meskipun itu Franchais, tetapi 
usaha lebih baik tidak menodai agama 
dan ketimuran Indonesia yang berdasar 
pancasila – Tjihin A. Sin (coordinator 
FABB) 
“Kita tidak mau symbol agama ada 
dalam sebuah Buddha Bar yang menjual 
minuman keras” – Utammi ( Koordinator 
Lapangan Aksi Demonstrasi FABB) 
Penggunaan Lisensi atas merek dagang 
“Buddha Bar” secara yuridis tidak 
menyalahi aturan hukum perdagangan 
internasional. Sebab, PT. Nireta Vista 
Creative telah mendapatkan lisensi dari 
George V Restaurant pemegang merek 
dagang “Buddha- Bar” di 
Prancis(Manajemen PT. Nireta Vista 
Creative) 
Dalam hal ini suatu Agama tidak boleh 
digunakan dalam hal bisnis maupun 
perdagangan, disini juga bertentangan 
dengan UUD 1945, karena Buddha 
merupakan salah satu agama yang  
diakui sebagai agama di Indonesia,” –
Bikhu Virya Dharma (Sekjend Sangha 
Mahayana Indonesia) 
Penggunaan nama Buddha dan Simbol- 
symbol berupa patung Buddha sejatinya 
telah menjadi pengetahuan umum dan 
telah banyak digunakan sebelumnya, 
khususnya oleh sejumlah restaurant di 
Indonesia maupun di luar negeri. Di 
Indonesia seperti Buddha‟s Belly 
restaurant & Lounge (Bali), Budha‟s 
Bally Boutique (Bali), Bali Buddha 
restaurant (Bali), Bali Buddha Restaurant 
(Bali), Baby Buddha Thai cuisine 
restaurant restaurant, lounge (Jakarta), 
Buddha Hill (komplek Villa di Bali), 
Buddha & Silk Artshop (Bali), dan 
Buddha Spa (Bandung).  (Manajemen PT. 




1. Dampak Penarikan Sertifikat Merek dagang Buddha Bar di Indonesia 
a. Dampak Penarikan Sertifikat Merek Dagang Buddha Bar terhadap PT. Nireta Vista 
selaku pemilik dari merek dagang Buddha Bar di Indonesia 
1) Ditinjau dari Bidang Yuridis 
Dengan adanya Penarikan Sertifikat Merek Dagang Buddha Bar maka dapat 
menimbulkan dampak positif dan Negatif pada bidang Yuridis. Yaitu antara lain 
sebagai berikut: 
a. Dampak Positif 
Dengan adanya penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar ini 
memberikan gambaran bahwa Hukum Nasional Indonesia cukup melindungi 
kehidupan masyarakat di Indonesia meskipun dalam praktek dari segi hukum 
tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena dalam pendaftaran 
merek dagang Buddha bar dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan 
dari pemilik merek dagang mendaftarkan merek dagang dengan itikad baik. 
Merek dagang Buddha Bar telah diumumkan selama 3 bulan oleh 
Dirjen HKI tetapi tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sehingga 
apabila terjadi pemberikan sertifikat merek dagang Buddha Bar di Indonesia 
ini menurut Hukum yang berlaku sudah sah. 
Dengan adanya keresahan masyarakat dengan pemanfaatan merek 
dagang Buddha Bar, yang beranggapan bertentangan dengan moralitas agama 
ini maka pemberian sertifikat merek dagang Buddha Bar di Indonesia ini 
ditarik yang mengakibatkan legalitas yang diberikan kepada pemilik merek 
dagang tidak dapat dimiliki lagi. 
Menurut teori Robert  B Seidman dengan adanya pendaftaran merek 
dagang Buddha Bar yang telah memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku dan 
ketika pemanfaatan merek dagang Buddha Bar terdapat keresahan dari 
masyarakat beragama maka Hukum dipandang sebagai suatu bangunan sosial 
(social institution) yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya.  Hukum  
tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis saja 
tetapi sebagai kenyataan sosial yang dapat dimanifestasikan dalam kehidupan. 
Hukum tidak dipahami secara tekstual normatif tetapi secara konteksual. 
Sejalan dengan itu maka pendekatan hukum tidak hanya dilandasi oleh 
sekedar logika hukum tetapi juga dengan logika sosial dalam rangka seaching 
for the meaning. Dalam hal ini hukum ini sebagai alat bantu untuk logika 
ilmu- ilmu sosial yang tidak hanya sebagai teks book saja.  
b. Dampak Negatif 
Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Agrrement Pembentukan World 
Trade Oragnization Nomor 7 Tahun 1994 maka hukum nasional harus 
disesuaikan dengan materi yang terdapat di dalam peraturan TRIPs. Maka 
dikeluarkan Undang- Undang baru yang mengatur mengenai Merek yaitu 
Undang- Undang Nomor  19 Tahun 1997 sebagai revisi atas Undang- Undang 
Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Namun revisi Undang- Undang 
tersebut masih dianggap kurang mengakomodi materi- materi yang ada pada 
TRIPs sehingga Undang- Undang tersebut direvisi kembali dengan Undang- 
Undang Nomor 15 Tahunn 2001 tentang Merek. di dalam Undang- Undang 
merek tersebut setiap merek terdaftar memiliki perlindungan Hukum yang 
dapat penulis jabarkan antara lain sebagai berikut: 
1) Perlindungan Hukum terhadap merek terdaftar bersifat preventif 
Perlindungan Hukum bersifat preventif maksudnya yaitu untuk 
mencegah kerugian pemegang hak merek terhadap tindak pidana pemalsuan 
merek. Perlindungan hukum yang diberikan sudah dimulai pada saat 
pendaftaran hak merek. Pendaftaran hak merek dalam Undang- Undang merek 
menggunakan system first to file (siapa yang pertama kali mendaftarkan maka 
dianggap sebagai pemilik merek yang sah) yang menimbulkan hak atas merek. 
Hal tersebut berbeda dengan system yang dipakai dalam Undang- Undang 
Merek sebelumnya yaitu Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang 
menerapkan first to use principles yaitu orang yang pertama memakai merek 
tersebut adalah sebagai pemegang merek. 
Dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor Merek disebutkan, hak merek 
diberikan kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum, dengan 
menggunakan dasar maka jelas bahwa system yang dipakai di Indonesia 
adalah system first to file riciple atau bersifat aktif sehingga pemilik merek 
terdaftar adalah sebagai pemegang hak merek. Pemegang merek tersbut dapat 
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 
yang menggunakannya. Lebih lanjut pada Pasal 40 Undang- Undang Nomor 
Merek yang dinyatakan bahwa hak merek dapat dialihkan melalui pewarisan; 
wasiat; hibah; perjanjian; atau sebab- sebab lain yang dibenarkan oleh 
peraturan Perundang- Undangan. 
Sistem first to file principles yang dianut dalam Undang- Undang Merek, 
menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan sejak tanggal penerimaan 
yaitu tanggal dipenuhinya persyaratan oleh pemohon. Apabila seluruh 
persyaratan dipenuhi saat pengajuan permohonan maka tanggal penerimaan 
sama dengan tanggal pengajuan permohonan tetapi apabila kelengkapan 
persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan 
permohonan maka tanggal lain harus ditetapkan sebagai tanggal penerimaan. 
Dan berdasarkan Undang- Undang Merek Jangka waktu perlindungan 
terhadap Hak merek yaitu 10 tahun dan dapat diperpanjang sampai waktu 
yang tidak ditentukan asal merek terdaftar tersebut tetap memenuhi kriteria 
merek terdaftar atau dengan kata lain merek tersebut tidak termasuk merek 
yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Dan selama hak merek tersebut 
dilindunngi Hak merek dapat dialihkan sesuai dengan Peraturan Perundang- 
Undangan yang ada. (Rachmadi Usman, 2004:332) 
In addition to precipitating a resolution of a dispute, the party filing a 
declaratory action gains the advantage of selecting the forum. After 
all, the “first-to-file” rule generally dictates that a first-filed action 
proceeds while a later-filed action raising the same issues must be 
transferred, stayed, or dismissed. “Under the first-to-file rule, when 
related cases are pending before two federal courts, the court in 
which the case was last filed may refuse to hear it if the issues raised 
by the cases substantially overlap.” 
(D. Peter Harvey ∗ and Seth I. Appel,  2007: 640) 
Mengacu pada permasalahan yang ada pada Buddha Bar maka PT. 
Nireta Vista Creative selaku pemilik merek dagang Buddha Bar tidak  
mendapatkan perlindungan hukum dengan menggunakan system first to file 
principles setelah merek tersebut ditarik oleh Ditjen HKI, sehingga 
perlindungan mengenai fisrt to file principles telah hilang dari PT. Nireta Vista 
Creative Legal standing pada Buddha Bar tidak ada. Dengan demikian 
proteksi mengenai Pihak lain yang memalsu, menggunakan, memperbanyak 
merek dagang Buddha Bar ataupun menyamai pada pokoknya seluruh bentuk 
dan sebagian yang ada pada Buddha Bar tidak dapat digugat ke dalam jalur di 
Indonesia baik itu Hukum Perdata maupun Hukum Pidana yang ada di 
Indonesia. Perlindungan yang seharusnya diberikan kepada Merek Buddha 
Bar yang telah didaftarkan adalah 10 tahun dengan adanya pembatalan merek 
dagang tersebut sudah tidak berlaku lagi, sebelum 10 tahun proteksi mengenai 
merek dagang Buddha Bar telah hilang.  
2) Perlindungan hukum terhadap merek bersifat represif 
Perlindungan hukum secara represif ini diberikan ketika sudah terjadi 
pelanggaran atas hak merek. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas 
merek terdaftar maka Undang- Undang Merek Memberikan beberapa 
alternative penyelesaian  sengketa, yaitu dengan menggunakan jalur litigasi 
dan non litigasi. Yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan yaitu 
antara lain sebagai berikut: 
a) Jalur Non Litigasi 
Menurut Pasal 84 Undang- Undang Merek memberikan kesempatan 
kepada pihak- pihak pemegang hak atas merek terdaftar untuk 
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternative penyelesaian 
sengketa. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
arbitrase menurut Pasal 1 butir 1 yang dimaksud dengan arbitrase adalah 
cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang 
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang memuat klausula arbitrase 
tersebut bisa dibuat pula sebelum timbul sengketa atau setelah adanya 
sengketa. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 
Pasal 1 butir 10 yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 
prosedur yang disepaktri para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan 
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat para 
ahli. 
Dari Undang- Undang Arbitrase tersebut dapat diketahui ada 
beberapa cara yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dalam 
penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang berdimensi perdata 
ini mencangkup Konsultasi, Negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli 
dan arbitrase. Bentuk model penyelesaian nonlitigatif inilah yang 
selanjutnta akan peneliti paparkan dalam mekanisme penyelesaian 
sengketa pemanfaatan merek Buddha Bar. 
Walaupun terdapat perlindungan hukum terhadap merek yang 
terdaftar, PT. Nireta Vista Creative tidak dapat menggunakannya sebagai 
suatu cara apabila terdapat pihak lain yang ikut mendompleng merek 
dagangnya. PT. Nireta Vsta Creative tidak dapat melakukan gugatan baik 
itu gugatan secara Non Litigatif maupun dalam Litigatif apabila terjadi 
permasalahan PT. Nireta Vista Creative tidak memiliki legalitas terhadap 
merek dagang Buddha Bar di Indonesia, dimana akibatnya apabila terjadi 
penjiplakan terhadap merek dagang Buddha Bar tidak dapat digugat sesuai 
dengan Pasal 76 (Pasal 1) yang berbunyi : 
“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak 
lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa 
yang sejenis berupa: 
a. Gugatan ganti rugi, dan atau 
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 
merek tersebut.” 
Dengan dasar Pasal 77 penerima lisensi dapat mengajukan gugatan 
apabila terjadi penyamaan merek dalam hal ini PT. Nireta Vista Creative 
selaku penerima lisensi tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pihak 
lain apabila merek dagang Buddha bar memiliki kesamaan, karena dalam 
hal ini Buddha Bar tidak lagi di lindungi oleh peraturan Perundang- 
undangan di Indonesia. Ketika merek dagang Buddha Bar telah dibatalkan 
maka PT. Nireta Vista Creative tidak memiliki legal standing untuk 
melakukan gugatan ganti rugi kepada pihak lain akibat pendomplengan 
merek dagang Buddha Bar untuk mendapatkan keuntungan secara materiil, 
sehingga dampak dari pembatalan merek dagang Buddha Bar terhadap  
PT.  Nireta Vista Creative adalah sebagai berikut: 
1. Tidak dapat mengenalkan atau membedakan hasil prosuksi yang 
dihasilkannya dengan produk dari pihak lain karena apabila terdapat 
kesamaan- kesamaan dengan pihak lain PT. Nireta tidak memiliki 
kemampuan untuk melakukan gugatan 
2. Tidak dapat mempromosikan Buddha Bar secara spesifik kepada 
khalayak umum dengan menyebutkan merek dagang Buddha Bar. 
3. Tidak dapat memberikan jaminan kepada konsumen atas produk- 
produk dalam hal ini jika mengacu pada Buddha Bar maka menu 
makanan yang tersedia dalam Buddha Bar, sajian Lagu- lagu yang 
mengiri di Buddha Bar, suasana yang ada di Buddha Bar ataupun 
lainnya yang menjadi jasa dari Buddha Bar 
4. Tidak dapat menunjukkan asal daroi barang dan jasa atas yang telah 
dihasilkan dari PT. Nireta Vista Creative. 
Yang sangat utama dari fungsi merek dagang ini yang tidak dapat 
dimiliki oleh Buddha Bar yaitu sebagai pembanding/pembeda antara suatu 
barang dan/atau jasa lainnya, yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh 
salah satu pihak baik perorangan maupun badan usaha, maka suatu merek 
boleh dikatakan sebagai tanda pengenal asal barang dan/atau jasa tersebut 
dengan produsennya. Dengan demikian merek tersebut menggambarkan 
jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang atau jasa hasil 
usahanya tersebut saat diperdagangkan. 
Sesuai dengan Pasal 5 Undang- Undang Merek, merek tidak dapat 
didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur sebagai 
berikut: 
1. Bertentangan dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, 
moralitas agama, kesusilaan, arau ketertiban umum. 
2. Tidak memiliki daya pembeda 
3. Telah menjadi milik umum; atau 
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 
dimohonkan pendaftarannya. 
Di dalam Pasal tersebut telah diatur mengenai merek yang tidak dapat 
didaftarkan, dalam permasalahan Buddha Bar di sini sudah tampak jelas ini 
merupakan kelalaian dari pihak Dirjen HKI yang memberikan ijin pendaftaran 
terhadap merek dagang Buddha bar yang dalam hal ini bertentangan dengan 
moralitas agama yang ada di Indonesia 
Dengan adanya penarikan sertifikat  Merek Dagang Buddha Bar di 
Indonesia maka merek dagang Buddha Bar sudah tidak berlaku di Indonesia. 
PT Nireta Vista Creative selaku pemilik merek dagang Buddha Bar di 
Indonesia memiliki Hak Atas Merek dagang yaitu Hak Eksklusif yang 
diberikan oleh Negara terhadap pemilik merek dagang. Hak yang diberikan 
oleh pemerintah di sini bersifat eksekutif Maksudnya yaitu hak tersebut 
bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait secara langsung 
dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang 
hak merek dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau 
berbuat sesuatu tanpa ijin. Banyak ahli berpendapat bahwa hak eksekutif 
merupakan reward atas hak merek yang dihasilkannya. Yang melatarbelakangi 
adanya pemberian Hak Eksekutif ini untuk mendorong seseorang untuk terus 
berkreasi dan berinovasi yang akhirnya inovasi, ciptaan dan kreasi yang 
dihasilkan dapat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya 
penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar di Indonesia maka PT. Nireta 
Vista Creative kehilangan Hak Eksklusif terhadap merek dagang Buddha Bar. 
Dengan kehilangan Hak Eksklusif tersebut PT Nireta Vista  
Dengan adanya pembatalan merek dagang Buddha Bar ini PT. Nireta 
Vista Creative memiliki kerugian akibat ketidakcermatan dari Dirjen HKI 
akibat diloloskannya Merek Dagang Buddha Bar di Indonesia.  
Mengacu pada kasus pemanfaatan merek dagang Buddha Bar , di 
negara asal dalam Hal ini Perancis Merek Kolektif Buddha Bar tidak 
bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang ada dan tidak 
menimbulkan permasalahan, akan tetapi ketika pemanfaatan Merek dagang 
Buddha Bar ini dimanfaatkan di negara Indonesia sebagai negara penerima 
merek menimbulkan permasalahan yang datang dari Umat agama Buddha di 
Indonesia dan dalam hal ini menggangu kepentingan umum. Sehingga 
menurut ketentuan Konvensi Paris telah terjadi pelanggaran terhadap 
kepentingan umum. Sementara itu berdasarkan Peraturan Perundang- 
Undangan di Indonesia diatur mengenai: 
1) Merek yang ditolak pengajuannya adalah Merek yang didaftarkan oleh 
Pemohon beritikad tidak baik. Dalam hal tidak dikatakan secara khusus 
suatu itikad tidak baik melalui tindakan tertentu. Kedua arahan politik 
hukum Undang- Undang Merek ini terutama tertuju dalam menjaga 
persaingan usaha yang sehat dan guna memberikan peningkatan layanan 
bagi masyarakat. 
2) Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu 
unsur yang bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang 
berlaku, yaitu: 
a)  moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 
b) tidak memiliki daya pembeda  
c) telah menjadi milik umum 
d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan jasa yang 
dimohon pendaftarannya. 
Dengan adanya dasar Peraturan Perundang- Undangan yang jelas 
mengenai Hal- hal yang tidak dapat didaftarkan meilhat mengenai kasus 
Buddha Bar yang didaftarkan oleh PT. Nireta Vista Creative selaku 
manajemen Buddha Bar di Indonesia dapat diloloskan legalitasnya oleh Dirjen 
HKI. Padahal dalam hal pendaftaran merek dagang Dirjen HKI harus 
melakukan pemeriksaan Substantif terhadap suatu merek yang didaftarkan di 
Indonesia, sehingga tidak terjadi reaksi dari masyarakat Indonesia khususnya 
Kaum Buddhis Indonesia. 
 
2) Ditinjau dari bidang Ekonomi 
Adanya hubungan erat antara perlindungan HKI dengan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi domestik suatu Negara sudah tidak dapat disangkal lagi. 
Amerika serikat, misalnya mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar 
dari produk- produk HKI. Sebagai gambaran yaitu industri- industri Negara 
adidaya ini memperoleh pemasukan sebesar lebih dari US $ 8 Milyar per tahun 
melalui pembayaran Royalti.  
Secara ekonomis pemberian lisensi ini dapat digunakan untuk 
pengembangan usaha secara menyebar ke seluruh kancah dunia. Dengan adanya 
perlindungan HKI pemilik dari suatu Hak Kekayaan Intelektual ini diberikan 
perlindungan untuk melakukan penyebaran usahanya.  Merujuk pada penggunaan 
merek dagang Buddha Bar ini merupakan salah  satu  pemberian  lisensi merek 
dagang yang berasal dari Perancis yang dimiliki oleh George V Restaurant 
sehingga dalam penggunaan merek dagang tersebut PT. Nireta Vista Creative 
harus membayar royalty kepada pemilik dari merek dagang sesuai dengan 
perjanjian kedua belah pihak. PT. Nireta Vista dapat menggunakan merek dagang 
Buddha Bar di Indonesia selaku penerima Lisensi dan George V Restauirant 
selaku pemilik dari lisensi ini mendapatkan imbalan berupa pembayaran royalty. 
Dalam perjalanan bisnis menggunakan merek dagang Buddha Bar terjadi 
pembatalan merek dagang Buddha Bar. Padahal dalam pelaksanaannya Buddha 
Bar telah di daftarkan di Indonesia pada Dirjen HKI serta telah mendapatkan ijin 
dari Dirjen HKI dengan Nomor IDM000189681 di kelas 43 untuk Jenis 
Restaurant. Dalam hal ini George V Entertainment mendaftarkan merek dagang 
Buddha Bar di Indonesia dengan iktikad baik akan tetapi dalam perjalanannya 
Buddha Bar mendapatkan kontroversi akibat penggunaan merek dagang tersebut, 
yang mengakibatkan kerugian secara materiil dari PT. Nireta Vista Creative. 
Selain membayar lisensi kepada Pihak Perancis sendiri, PT. Nireta Vista Creative 
telah membayar biaya-biaya pendaftaran merek dagang Buddha Bar di Indonesia 
kepada Dirjen HKI yang cukup besar dan membayar pajak atas penggunaan 
merek tersebut. Akan tetapi pembayaran biaya administrative dan subtantif yang 
dibayar kepada Dirjen HKI dengan adanya pembatalan merek dagang Buddha Bar 
ini tidak dikembalikan.  
Dengan tidak adanya perlindungan dari pemerintah terhadap merek dagang 
Buddha Bar tersebut maka pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI tidak dapat 
menanggung kerugian yang dialami oleh PT. Nireta Vista Creative. Apabila pihak 
lain menggunakan merek seperti Buddha Bar yang dapat mengakibatkan kerugian 
secara materiil oleh PT. Nireta Vista Creative maka PT. Nireta Vista Creative 
tidak dapat menuntut pihak tersebut, dikarenakan tidak adanya proteksi dari 
pemerintah atas merek dagang Buddha Bar. Dengan tidak adanya proteksi dari 
pemerintah ini mengakibatkan PT. Nireta Vista Creative tidak dapat melakukan 
promosi produknya karena apabila ada pihak lain yang memiliki produk yang 
hampir sama dengan Buddha Bar PT. Nireta Vista Creative, padahal kegunaan 
merek sendiri digunakan untuk sarana promosi sehingga para konsumen dapat 
membandingkan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya dengan 
menilai dari merek. Karena merek ini sangat komersial dalam implementasinya 
dalam perdagangan. Para konsumen memilih sesuai dengan merek yang dianggap 
memiliki reputasi yang tinggi, agar konsumen tidak tertipu dengan adanya 
penggunaan merek tersebut, namun disini konsumen tidak dapat membedakan 
antara produk PT. Nireta Vista Creative selaku pemilik merek dagang Buddha Bar 
dengan perusahaan lain jika terdapat kesamaan-kesamaan dalam pelayanan di 
dalam Buddha Bar.  
Selain itu PT. Nireta Vista Creative juga kehilangan Hak eksklusif dalam 
penggunaan merek dagang Buddha Bar.  Apabila terjadi pendomplengan reputasi 
dari Buddha Bar mak PT. Nireta Vista Creative tidak dapat menggugat adanya 
pendomplengan pihak lain yang dapat merugikan PT. Nireta Vista Creatuve 
karena konsumen tidak dapat membedakan antara Buddha Bar yang asli dengan 
Buddha Bar yang hanya mendompleng popularitas dari Buddha Bar, sehingga 
disini mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh PT. Nireta Vista Creative. 
Karena konsumen merasa sama saja masuk dalam Bar – bar yang ada atau yang 
hampir sama dengan Buddha Bar. 
Selain itu PT. Nireta Vista juga mengalami kerugian secara materiil 
dikarenakan PT. Nireta Vista Creative kehilangan kesempatan untuk dapat 
mengembangkan usahanya dikarenakan banyak yang meniru gaya dari nuansa 
dari Buddha Bar yang mengakibatkan konsumen sulit untuk membedakan antara 
Buddha Bar dengan yang lainnya. 
 
3) Ditinjau dari Bidang Sosial Budaya 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. 
Ini didasari dengan adanya Pancasila pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan 
Yang Maha Esa” dan juga di dukung dengan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 
29 ayat (1) yang berbunyi Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua 
pemeluk agama dalam melakukan hubungan vertikal kepada Tuhan mesti 
menggunakan simbol-simbol yang disucikan dan disakralkan karena dalam hal ini 
menjadi sarana beribadah untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. 
Simbol-simbol agama itu dimuliakan karena sebagai perantara untuk 
mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Sehingga dalam suatu keagamaan 
memiliki pegangan teguh dan keprcayaan yang dianggap sakral. Semua agama di 
dunia ini memiliki konsep orang suci, kitab suci, tempat suci, dan simbol-simbol 
yang disucikan. Kesucian dalam agama tersebut merupakan ajaran, doktrin, dan 
keyakinan yang dipeluk dan dibela oleh mereka yang percaya  serta taat 
beragama. Paham sekularisme memang tidak mengenal konsep kesucian. 
Semuanya profan, tidak sakral, sehingga tokoh dan simbol yang disucikan oleh 
umat beragama dianggap semu dan tidak memiliki signifikansi dalam kehidupan 
kecuali sebatas sugesti. Secara filosofis, umat beragama pun yakin bahwa Yang 
Maha Absolut dan Suci hanya Tuhan. 
Namun kesucian Tuhan bisa melimpah atau beremanasi pada dunia manusia 
dan semesta sehingga siapa yanghendakmendekat kepada Tuhan Yang Maha Suci 
dianjurkan agar terlebih dahulu menyucikan dirinya dari berbagai pikiran dan 
tindakan kotor yang akan menghalangi kedekatan dengan Tuhan. Lebih dari itu, 
semua agama juga memiliki tempat-tempat suci yang dijadikan sarana untuk 
melantunkan pujian kepada Tuhan karena yakin bahwa pujian dan doa kepada 
Tuhan akan lebih didengar jika disampaikan di tempat yang suci, oleh hati dan 
pikiran yang suci. 
Dengan adanya perlindungan terhadap suatu agama di Indonesia maka 
merek dagang Buddha Bar yang menyandingkan nama “Buddha” dengan “Bar” 
dianggap melecahkan salah satu agama yang diyakini oleh negara Indonesia. 
Karena agama yang dipercaya, dianut dan terdapat pembedaan dan atau 
pengutamaan di Indonesia menurut Pasal 1 Undang- Undang No. 1/ PNPS/ 1965 
ada 6 antara lain : agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, 
agama Hindu, dan agama Kong Hu Cu. Penggunaan nama “Buddha Bar” jelas 
menggunakan salah satu agama yang ada dan dilindungi di Indonesia. Buddha : 
Buddha adalah sebutan untuk agama, guru, junjungan, nabi, berkaitan dengan 
ketuhunan. Salah satu agama yang dilindungi oleh Indonesia, dan arti “Bar” 
menurut kamus adalah usaha atau bisnis yang memperdagangkan minuman keras, 
hiburan malam, dan pornoaksi. dengan arti makna kata keduanya sangatlah 
bertolak belakang yang satu sesuatu untuk yang disakralkan dan yang satu 
mengenai suatu hal yang digunakan untuk senang- senang dalam artian negative 
dan kedua kata tersebut saling berdampingan. Maka dengan hal tersebut terjadi 
proteksi terhadap agama tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang- Undang Merek. 
Sehingga dalam hal ini Negara Indonesia menjunjung tinggi suatu agama yang 
berdasarkan Ketuhanan. Sehingga dalam hal ini terdapat perlindungan khusus 
terhadap segala bentuk penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia.  
Mencermati keterangan- keterangan yang diberikan responden, dapat 
ditengarai beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pengelola Buddha Bar dalam 
hal ini PT. Nireta Vista Creative dalam memanfaatkan merek dagang Buddha 
Bar,yaitu: 
a. Mempersandingkan kata “Buddha” dengan kata “Bar” dalam penggunaan 
merek dagang 
b. Menggunakan ornament agama Buddha dalam wujud rupang, gambar, atribut 
dan symbol- symbol yang dianggap suci bagi kaum agama Buddha dalam 
aktifitas bisnis restaurant yang dijalankan 
c. Menimbulkan keresahan umat Buddha sebagai penganut ajaran Agama 
Buddha sebagai salah satu agama yang sah di Indonesia dalam menjalankan 
peribadatannya 
d. Menganggu kerukunan umat beragama karena timbulnya konflik horizontal 
antar kelompok masyarakat, baik di kalangan intern umat Buddha maupun 
secara makro bagi kehidupan beragama di Indonesia. 
Maksud dari pemroteksian adanya pelecehan agama terhadap kehidupan 
beragama dalam masyarakat Indonesia yaitu adanya perlindungan untuk 
kehidupan baik horizontal maupun vertikal, dalam hal ini hubungannya dengan 
Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Jika dalam suatu merek itu 
menggunakan nama agama maka dianggap melecehkan suatu agama bagi umat 
pemeluknya maka Indonesia tidak akan ambil diam dalam penyelesaian masalah. 
Dalam masyarakat Indonesia tidak terdapat diskriminasi atau pembedaan 
agama dalam kehidupan bermasyarakat. Antara pemeluk agama satu dengan 
pemeluk agama lain saling mendukung dan saling menghargai, dapat kita 
contohkan yang konkrit sekarang dalam hal kehidupan bermasyarakat tanpa 
membedakan agama. Pemilik Mall dari Solo Grand Mall yang ada di Surakarta 
tersebut beragama Kong Hu Cu, tapi di dalam Mall tersebut menyediakan saran 
untuk orang muslim melakukan ibadah yaitu diberikannya fasilitas mushola untuk 
kepentingan umum dalam hal ini pengkhususan pada pemeluk agama islam. 
Sehingga dapat diambil hikmah jika dalam kehidupan sosial dalam masyarakat 
Indonesia itu saling menghargai satu sama lain. 
Merujuk pada kasus Buddha Bar ini pemeluk agama selain umat Buddha 
turut serta dalam penyelesaian masalah Buddha Bar. Dalam hal pengajuan 
gugatan mengenai pembatalan merek dagang Buddha Bar ini dilakukan tidak 
hanya oleh umat agama Buddha saja, akan tetapi juga dengan tokoh- tokoh agama 
lain yang ada di Indonesia yaitu tokoh agama islam baik aliran NU maupun aliran 
PBNU Muhamadiyah, tokoh agama Kristen yang diwakili oleh Frans Magnis 
Suseno, dan Koordintaor Indonesian Conference on Religion and Peyanace 
(ICRP) Musdah Mulia. Direktur Agama Budha Departemen Agama Oka Diputra, 
Ketua Dewan Pembina Sarjana dan Profesional Budhis Indonesia (SIDDHI) 
Ponijan Law, Ketua Umum Majelis Budhayana Indonesia Sudhamek, dan Ketua 
Sangha Teravada Indonesia Ratna Surya Tokoh lainnya yang turut 
menandatangani petisi, antara lain, pengamat politik J Kristiadi dan Yudhi Latief 
serta aktivis kebebasan beragama Ulil Abshor. Di sini Nampak adanya saling 
menghargai antara satu agama dengan agama lain tanpa adanya pembedaan. 
Adanya keperdulian dari para tokoh agama lain dengan permasalahan pelecehan 
agama salah satu di Indonesia. Budaya di Indonesia masih memegang teguh 
adanya kebersamaan dengan perduli satu sama lain dan tunduk pada norma- 
norma dalam kehidupan bermasyarakat. 
Selain itu Indonesia masih berpegang teguh pada kebudayaan ketimuran 
dalam kehidupan bermasyarakat, dengan adanya Buddha Bar tersebut merupakan 
kebudayaan dari Perancis yang membawa budaya barat dari Perancis sehingga 
dengan adanya Buddha Bar tersebut menggeser kebudayaan yang telah melekat 
pada Budaya Indonesia yang masih berpegang teguh pada menjunjung tinggi 
kepercayaan kepada Tuhan. Buddha Bar yang di semua dipikir dengan pemikiran- 
pemikiran prakris tanpa memikirkan perasaan dari umat yang memeluk agamanya 
karena telah menggunakan agamanya untuk kegiatan usaha yang belum menjadi 
darah daging di Indonesia. selain dari hal tersebut kebudayaan Indonesia masih 
belum membutuhkan bar berada di Indonesia, Bar menurut masyarakat Indonesia 
masih asing dan masih beranggapan negative dengan adanya Bar. Menurut 
pengamatan dan hasil penelitian Bar di sini masih sangat awam bagi warga 
masyarakat Indonesia. sehingga dalam Hal ini Buddha Bar tidak cocok dengan 
kebudayaan yang ada di Indonesia 
 
b. Dampak  Penarikan Sertifikat  Merek Dagang Buddha Bar di Indonesia 
terhadap Dirjen HKI. 
Merujuk pada ketentuan dan Prosedur yang telah ada di direktorat Jenderal HKI 
dalam hal ini pendaftaran Merek Dagang Buddha Bar yang dilakukan oleh George V 
Entertainmen ini tidak terdapat kesalahan sedikitpun, dalam hal ini George V 
entertainmen telah menggunakan prosedur yang ada hingga penerimaan pendaftaran 
merek dagang Buddha Bar.  
Penerimaan merek dagang Buddha Bar ini karena dianggap Direktorat Jenderal 
HKI telah diakui oleh beberapa Negara yang ada sehingga dengan adanya anggapan 
karena Buddha Bar telah diakui maka Indonesia tanpa menggunakan Peraturan 
Perundang- Undangan yang ada menerima pendaftaran merek dagang Buddha Bar, 
serta dengan menggunakan Hak prioritas tersebut. Ditjen HKI meloloskan 
pendaftaran merek dagang. Di sini nama „Buddha Bar‟ lolos dari pemeriksaan 
substantive dan juga tidak ada sanggahan ketika pengumuman.   
Dengan adanya penerimaan merek dagang Buddha Bar tersebut oleh Direktorat 
Jenderal HKI kemudian menimbulkan keresahan bagi masyarakat Indonesia 
khususnya bagi masyarakat Buddha sehubungan dengan penggunaan agama dalam 
sebuah merek dagang. Sehingga adanya keresahan tersebut dan adanya kontroversi 
dengan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai merek 
dagang yang harus ditolak maka Direktorat Jenderal HKI mengambil keputusan untuk 
menarik Merek Dagang Buddha Bar di Indonesia.  
Mengacu pada ketidakcermatan yang dilakukan Oleh Dirjen HKI ini dapat 
dicermati dari perbandingan perundang- Undangan Merek lama dan Peraturan 
Perundangan yang terbaru. Seperti diketahui, pasca penyempurnaan Unndang- 
Undang Merek yaitu Undang- Undang Nomer 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 81) diubah dengan Undang- Undang Noor 14 Tahun 1997 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) yang selanjutnya disebut sebagai Undang- 
Undang merek Lama, dengan satu Undang- Undang tentang Merek yang baru yait 
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001. Beberapa perbedaan yang menonjol dalam 
Undang- Undang ini dibandingkan dengan Undang- Undang merek lama antara lain 
menyangkut mengenai proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang- Undang 
Merek baru pemeriksaan substantif dilakukan setelah pemeriksaan permohonan 
dinyatakan memenuhi persyaratan secara administrative. Semula pemeriksaan 
substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya 
Permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui 
apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, atau memberikan kesempatan 
kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah 
disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 
(tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang- 
Undang Merek lama.  
Dengan merujuk pada penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar, Ditjen 
HKI tidak mencermati hukum di Indonesia yang ada. Secara prosedur dalam 
penerimaan merek sudah sangat rinci dan kemungkinan besar terjadi kesalahan yang 
dapt meresahkan masyarakat itu sangatlah kecil. Hanya dikarenakan telah banyak 
Negara mengakui ini Ditjen HKI mengesampingkan kepentingan publik masyarakat 
Indonesia.   
c. Penyelesaian Sengketa  yang dilakukan atas penarikan merek dagang Buddha 
bar oleh Ditjen HKI di Indonesia 
1. Jalur Non Litigasi 
a) Mediasi 
Penggunaan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi ini dengan 
melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut sebagai mediator, proses 
mediasi merupakan model penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa 
guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. 
Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi ini sebenarnya hamper sama 
dengan penyelesaian dengan menggunakan mediasi akan tetapi yang membedakan 
yaitu apabila mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk berdialog 
dan kemudian ada pihak ketiga yang netral tidak memihak pihak manapun dan 
pihak ketiga tersebut diterima oleh para pihak. 
Dalam kasus pemanfaatan merek dagang Buddha Bar ini telah dilakukan 
mediasi dimana pihaknya yaitu PT. Nireta Vista Creative dan Forum Anti Buddha 
Bar dimana Dirjen HKI sebagai pihak mediatornya. Di dalam Mediasi ini terdapat 
pertemuan secara langsung oleh para pihak dengan maksud untuk menyelesaiakan 
permasalahan pemanfaatan merek dagang Buddha Bar. Meski dalam 
penyelesaiaanya terdapat ketegangan dan kebutuan dalam proses mediasi ini. 
Terdapat beberapa fator yang mengakibatkan proses penyelesaian mediasi ini 
tidak dapat dilakukan dilakukan secara maksimal, yaitu sebagai berikut: 
1) Para pihak tidak memiliki tawar menawar yang sebanding. 
Dalam proses mediasi, PT. Nireta Vista Creative yang didampingi oleh 
kuasa hukumnya dan konsultan HKI yang ditunjuknya lebih dominan dengan 
ketentuan legalistic mengenai bukti tertulis. Sementara pihak dari Forum anti 
Buddha Bar hanya mengeluarkan pandangan mengenai ketentuan penodaan 
agama dan pelanggaran merek, namun Forum Anti Buddha Bar tidak dapat 
memberikan alat bukti yang kuad dan tidak dapat memaparkan argumennya 
secara runtut. Dengan kondisi seperti itu tidak dapat dilakukan penawaran 
konsesi, sebagai akibat pilihan fatalistic yang disampaikan oleh masing- 
masing pihak. 
2) Para pihak tidak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan 
Dengan adanya kasus sengketa pemanfaatan merek dagang Buddha Bar 
terdapat dua kubu yang memiliki argument yang sama kuatnya. Pihak PT. 
Nireta Vista Creative berpendapat bahwa ini merupakan suatu entitas dari 
bisnis dengan Pihak umat Buddha di Indonesia yang memilki argument kuat 
bahwa penyelamatan symbol- symbol keagamaan yang sakral dan 
menuntaskan penodaan agama yang berlangsung. Mediator gagal untuk 
memberikan solusi atas penyelesaian permasalahan tersebut serta tidak 
berhasil untuk menjembatani permasalahan tersebut yang berpandangan 
bahwa tidak perlu berkelanjutan hubungan di masa datang. 
3) Tidak terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran. 
Di dalam perselisihan mengenai pemanfaatan merek dagang Buddha Bar 
disini ketegangan semakin memuncak dan perselisihan semakin memanas 
yang diakibatkan kebuntuan dalam penawaran konsesi. Tidak banyak 
permasalahan yang dapat dipertukarkan. Justru tuntutan dari para pihak untuk 
menyerang satu sama lain yang dilontarkan. 
4) Tidak terdapat batas waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
Pada penyelesaian kasus pemanfaatan merek dagang Buddha Bar ini 
dimana Dirjen HKI sebagai mediatornya, yaitu Pihak dari PT. Nireta Vista 
Creative dan Forum Anti Buddha Bar tidak tersirat kebutuhan yang mendesak 
untuk menyelesaikan masalah tersebut karena penyelesaiannya bersifat 
nonlitigatif. Mediator tidak mengarahkan pentingnya proses penyelesaian yang 
sesingkat mungkin demi kebaikan masing- masing pihak. 
Dengan adanya kekurangan dari pemanfaatan penyelesaian kasus 
pemanfaatan merek dagang Buddha Bar dengan menggunakan mediasi, 
Mediator juga mampu membuka beberapa peluang penyelesaian polemik 
Buddha Bar dengan mengoptimalkan beberapa faktor, yaitu: 
a) Para pihak tidak bermusuhan terlalu lama dan mendalam 
Dengan menggunakan pendekatan guna memandang ke masa datang, para 
pihak akhirnya dapat menyadari bahwa tidak ada permusuhan yang 
berlanjut setelah adanya permasalahan tersebut. Meskipun dalam hal ini 
menyangkut mengenai yang sensitif dan menimbulkan permasalahan yang 
mendalam, seharusnya tidak ada permusuhan dalam polemic permasalahan 
ini. 
b) Masing- masing pihak memiliki pendukung, namun kedua pihak tersebut 
tidak memiliki pengaharapan yang cukup besar dan dapat dikendalikan 
dalam diskusi yang tertib. 
c) Mediator dalam hal ini berhasil mengajak para pihak untuk dapat bersikap 
mempertahankan suatu hak tidak lebih penting daripada menyelesaikan 
sengketa ini yang dapat digunakan bersama. 
d) Para pihak juga berhasil membuka diri atas kenyataan bahwa para pihak 
berada pada proses litigasi, kepentingan- kepentingan pelaku lainnya, 
seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diberlakukan lebih baik 
dibandingkan dengan mediasi. 
Dengan adanya faktor- faktor tersebut mempersulit penyelesaian 
pemanfaatan merek dagang Buddha Bar tersebut. Pertemuan tersebut lebih 
cenderung untuk mewadahi keresahan masyarakat dengan penggunaan nama 
salah satu agama yang ada di Indonesia yang dianggap suci. Dalam pertemuan 
ini memberikan hasil kepada Direktorat Jenderal HKI untuk menarik sertifikat 
merek dagang Buddha Bar yang ada di Indonesia. Karena merek dagang 
Buddha Bar ini memicu keresahan masyarakat yang dapat mempengaruhi 
kehidupan masyarakat banyak dalam kehidupan bermasyarakat.  
Dalam hal ini PT. Nireta Vista Creative selaku wakil dari George V 
Entertainmen pemilik dari merek dagang Buddha Bar ini harus menerima 
penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar yang ada di Indonesia. 
Sehingga dengan adanya penarikan merek dagang tersebut fungsi dan manfaat 
dari merek dagang Buddha Bar ini tidak dapat digunakan secara maksimal. 
Tetapi PT. Nireta Vista Creative masih tetap dapat menggunakan merek 
dagang tersebut akan tetapi tidak mempunyai legalitas hukum seperti merek 
dagang yang didaftarkan pada umunya. Sehingga penggunaan mediasi ini 
tidak menggunakan penyelesaian win- win solution melainkan salah satu 
pihak harus menerima kesepakatan yang ada pada pertemuan mediasi ini. 
Dimana penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar ini dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal HKI pada tanggal 15 April 2009, melalui suratnya No. 
HKI 4.HI.06.03-68 oleh Direktorat Merek mencabut sertifikat merek dagang 
Buddha Bar.  sehingga setelah tanggal tersebut PT. Nireta Vista Creative 
sudah tidak mendapatkan perlindungan hukum. 
 
 
2. Jalur Litigasi 
Dalam permasalahan mengenai penarikan sertifikat merek dagang Buddha 
Bar ini membawa dampak terhadap Direktorat Jenderal HKI selaku pihak yang 
menarik merek dagang tersebut atas nama Indonesia. Penyelesaian sengketa 
melalui jalur litigasi ini membuka peluang untuk mengajukan sengketa supaya 
dapat diperiksa secara perdata, pidana maupun administratif. Di samping kedua 
alternatif tersebut pemilik hak merek dapat mengajukan permohonan penetapan 
sementara yang diatur di dalam Undang- Undang merek. Dalam hal ini Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mendapat gugatan dari Pihak Pemilik Merek 
dagang Buddha Bar dalam hal ini George V. Entertainmen dalam Pengadilan 
TUN mengenai penarikan merek dagang Buddha Bar yang telah terdaftar. 
Dengan adanya cara- cara yang dapat ditempuh melalui jalur normatif ini 
maka merujuk pada kasus Buddha Bar, dengan menggunakan tiga sarana 
penyelesaian sengketa admintratif, namun dalam pemanfaatan merek dagang 
Buddha Bar dimaksud, perlu juga memerhatikan kewenanngan masing- masing 
sarana litigatif pemanfaatan merek dagang Buddha bar. Berdasarkan Pasal 29 ayat 
(2) Undang- Undang Merek, komisi banding hanya diperuntukkan untuk 
menyelesaikan sengketa adminstratif bidang merek, khususnya yang berkaitan 
dengan permohonan banding karena adanya penolakan permintaan pendaftaran 
merek. Dengan menggunakan dasar Pasal 33 Undang- Undang Merek lebih 
ditegaskan lagi bahwa sengketa dalam hal sengketa administratif merek yang 
berkaitan dengan penolakan permohonan  perndaftaran jenis merek Hak Kekayaan 
Intelektual yang lain tidak dikenal adanya komisi banding. Padahal pemanfaatan 
merek Buddha Bar dimaksud sudah terjadi pendaftaran pada Dirjen HKI baru 
kemudian muncul sengketa. Dengan demikian komisi banding dalam Undang- 
Undang Merek tidak dapat digunakan untuk solusi ligitatif dalam kasus 
pemanfaatan merek dagang Buddha Bar. 
Dengan adanya surat keputusan pencabutan merek dagang Buddha Bar 
oleh Direktorat Merek melalui suratnya No. HKI 4.HI.06.03-68Saat ini, surat 
keputusan Direktur Merek itu tengah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata 
Usaha Niaga Jakarta. Gugatan diajukan oleh George V Restauration selaku 
pemilik merek dalam perkara NO.97/G/2009/PTUN JKT. Kemudian mengenai 
perkara penarikan sertifikat merek dagang ini pada Pengadilan TUN Jakarta maka 
pada September 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
MEMENANGKAN pihak FABB atas sengketa melawan pengelola Buddha-Bar di 
Indonesia yaitu PT. Nireta Vista Creative. Dengan adanya kemenangan dari 
FABB ini maka PT. Nireta mengajukan kembali perkara pada tingkat banding , 
yang kemudian pada tanggal 5. Oktober 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) juga memenangkan pihak FABB atas tuntutan pemilik hiburan malam 
Buddha-Bar (George V-Paris). 6. 8 Februari 2010, Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara, Kembali memenangkan pihak FABB khususnya pada Direktorat Jenderal 
HKI selaku pihak yang menarik sertifikat merek dagang Buddha BAr atas upaya 
banding PT Nireta atas keputusan terdahulu.  
 
2. Antisipasi terhadap potensi penerapan Cross retalation oleh Perancis kepada 
Indonesia dalam forum World Trade Organization (WTO) sebagai akibat dari 
penarikan sertifikat Merek Dagang Buddha Bar. 
a. Ruang Lingkup World Trade Organization (WTO) 
 
Salah satu issue subyek dari Persetujuan Uruguay Round adalah aspek- 
aspek perdagangan yang berkaitan dengan HaKI, yang kemudian di tuangkan 
dalam Persetujuan TRIPs ( Trade Related Aspect Of Intelectual Property Rights), 
sehingga pengaturan HaKI menjadi semakin mendunia. Karena pengaturan HaKI 
secara Internasional juga ternyata masih belum seragam (uniform). Pengaturan 
HaKInya, ada yang berdasarkan pada system Anglo Saxon (Comon Law) ataupun 
system Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) 
World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi 
internasional yang mengatur perdagangan internasional. WTO terbentuk sejak 
tahun 1995 dan berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian, yang dinegosiasikan 
dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui 
parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu 
produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatannya.  
Lebih lanjut, WTO merupakan forum untuk menegosiasikan perjanjian baru 
atau perjanjian lama. Tujuannya untuk mengurangi hambatan perdagangan 
internasional dan menciptakan level playing field bagi seluruh negara anggota, 
serta membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. WTO memiliki suatu 
kerangka hukum dan kelembagaan guna implementasi dan pengawasan 
perjanjian-perjanjian tersebut, serta untuk menyelesaikan sengketa yang timbul 
dari interpretasi dan penerapannya (dispute settlement). Saat ini, rangkaian 
perjanjian WTO terdiri dari 16 perjanjian multilateral, dimana seluruh negara 
anggota merupakan pihak, dan dua perjanjian plurilateral, dimana hanya sebagian 
negara anggota yang menjadi pihak. (Rachmadi Usman, 2004: 39)  
a. Secara khusus, berdasarkan Pasal III Persetujuan WTO ditegaskan lima fungsi 
WTO yaitu: 
1) Implementasi dari Persetujuan WTO 
Untuk memfasilitasi implementasi administrasi, pelaksanaan dan mencapai 
sasaran- sasaran dari Persetujuan WTO serta perjanjian – perjanjian 
multilateral. 
2) Forum untuk perundingan perdagangan 
Untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan 
diantara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut masalah/isu – isu 
yang telah tercakup dalam Persetujuan WTO saja, namun juga berbagai 
masalah/isu yang belum tercakup dalam Persetujuan WTO. 
3) Penyelesaian sengketa 
Sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa dari negara anggota 
WTO 
4) Mengawasi kebijakan perdagangan 
Sebagai administrasi dari Mekanisme Tinjauan atas Kebijakan 
Perdagangan (Trade Policy Review Mechanism) 
5) Kerjasama dengan organisasi lainnya 
melakukan kerjasama dengan organisasi – organisasi Internasional dan 
organisasi – organisasi non-pemerintah. 
 
Adapun fungsi utama dari WTO adalah untuk melancarkan 
pelaksanaannya, pengadministrasiannya, serta lebih meningkatkan tujuan dan 
perjanjian pembentukan WTO akan menjadi forum negosiasi bagi para 
anggota di bidang- bidang yang menyangkut perdagangan multilateral, forum 
penyelesaian sengketa, dan melaksanakan peninjauan atas kebijaksanaan 
perdagangan. (Syahmin AK. 2004: 53) 
 
b. Dengan adanya Fungsi World Trade Organization maka (WTO) juga 
memiliki  beberapa tujuan penting, yaitu  
1) mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan 
menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran 
arus perdagangan barang dan jasa. 
2) memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang 
lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan 
internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan 
waktu. 
3) Tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa, mengingat 
hubungan dagang sering menimbulkan konflik – konflik kepentingan. 
Meskipun sudah ada persetujuan – persetujuan dalam WTO yang 
sudah disepakati anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan 
interpretasi dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal 
penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama. 
Dengan adanya aturan – aturan WTO yang berlaku sama bagi semua 
anggota, maka baik individu, perusahaan ataupun pemerintah akan 
mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan 
perdagangan suatu negara. Terikatnya suatu negara dengan aturan – 
aturan WTO akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan – 
perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu 
negara Keberhasilan implementasi persetujuan – persetujuan dalam 
WTO tergantung pada dukungan negara – negara anggotanya. 
Demikian pula legitimasi WTO sebagai sebuah organisasi, juga sangat 
tergantung pada kemauan negara – negara anggota untuk mematuhi 
persetujuan – persetujuan yang telah mereka sepakati bersama. 
c. Kewenangan Dalam WTO 
1) Kewenangan Tertinggi : Ministerial Conference 
Konferensi Tingkat Menteri mempunyai kewenangan tertinggi dalam 
sistem pengambilan keputusan di WTO dan bersidang sedikitnya sekali 
dalam dua tahun. Para menteri telah bersidang di Singapura pada bulan 
Desember 1996; di Jenewa pada tahun 1998; di Seattle pada tahun 
1999; di Doha pada bulan November 2001 dan di Cancun pada 
September 2003. Para menteri tersebut memutuskan semua hal di 
bawah kerangka persetujuan perdagangan multilateral. 
2) Kewenangan Tingkat Kedua : General Council 
Kegiatan organisasi sehari – hari ditangani oleh 3 badan : 
a) The General Council (Dewan Umum) 
b) The Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa) 
c) The Trade Policy Review Body (Badan Pengkajian Kebijakan 
Perdagangan)  
Seluruh negara anggota WTO menjadi anggota ketiga badan 
utama tersebut. Pada dasarnya posisi ketiga badan ini sama. 
Persetujuan Pembentukan WTO menegaskan bahwa seluruhnya berada 
di bawah General Council meskipun masing – masing bersidang 
membahas persoalan yang berbeda. Ketiga badan tersebut melaporkan 
pelaksanaan kegiatannya kepada Konferensi Tingkat Menteri. General 
Council bertindak atas nama Konferensi Tingkat Menteri pada 
kegiatan sehari – hari untuk membahas seluruh permasalahan dalam 
WTO. General Council bersidang sebagai The Dispute Settlement 
Body untuk mengawasi prosedur penyelesaian sengketa (Badan 
Penyelesaian Sengketa) dan bertindak sebagai Trade Policy Review 
Body (Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan) pada saat membahas 
kebijakan perdagangan negara – negara anggota. 
3) Kewenangan Tingkat Ketiga : Dewan – Dewan (Council) 
Tiga dewan dibawah General Council yang melaporkan 
kegiatannya pada Geneal Council adalah sebagai berikut : 
1. The Council for Trade in Goods (Goods Council) 
2. The Council for Trade in Services (Services Council) 
3. The Council for Trade-Related Aspect of Intellectual Property 
Rights (TRIPs Council) 
Sebagaimana tercermin dalam namanya, ketiganya bertanggung jawab 
atas pelaksanaan persetujuan WTO berkaitan dengan ruang lingkup 
perdagangan barang, jasa dan hak atas kekayaan intellectual (HKI). 
Ketiga dewan tersebut terdiri atas seluruh negara anggota WTO. 
Ketiganya juga memiliki badan – badan bawahan (subsidiary bodies). 
Terdapat enam badan lainnya yang disebut Komite yang melaporkan 
kegiatannya langsung kepada General Council. Hal ini mengingat 
ruang 
lingkup bahasannya lebih kecil. Anggota komite – komite tersebut 
terdiri atas negara – negara anggota WTO. Komite tersbut membahas 
isu – isu seperti perdagangan dan lingkungan hidup, pengaturan 
perdagangan regional dan isu – isu administratif. KTM di Singapura 
bulan Desember 1996 memutuskan untuk membentuk Working Group 
(Kelompok Kerja) baru yang menangani isu dan kebijakan kompetisi 
(the Interaction between Trade and Competition Policy), transparansi 
dalam pengadaan barang pemerintah (Transparency in Government 
Procurement) dan fasilitasi perdagangan. 
Selain itu terdapat dua badan tambahan lagi (subsidiary bodies) yang 
menangani persetujuan – persetujuan plurilateral yang secara regular 
melaporkan kegiatannya kepada General Council. 
4) Kewenangan Tingkat Keempat : Membahas sampai kepada hal 
kecil 
Setiap dewan yang lebih tinggi memiliki badan – badan bawahan 
(subsidiary bodies). Demikian pula Dewan Barang (Goods Council) 
memiliki 11 komite yang berhubungan dengan persoalan – persoalan 
khusus (seperti pertanian, akses pasar, subsidi, anti dumping dan 
seterusnya). Anggota komite ini terdiri dari semua negara anggota 
WTO. Komite yang juga melaporkan kegiatannya kepada Goods 
Council adalah the Textiles Monitoring Body (Badan Pemantau 
Tekstil), yang terdiri dari seorang ketua dan 10 anggota yang bertindak 
dalam kapasitas pribadi. Di samping itu, terdapat pula kelompok – 
kelompok yang menangani masalah notifikasi dan 
badan usaha milik negara (state trading enterprise). Selama ini 
telah terlihat adanya perubahan pada badan – badan bawahan Dewan 
Jasa. Dengan selesainya negosiasi bidang telekomunikasi pada 
Februari 1997, berarti pula berakhirnya kerja kelompok negosiasi 
bidang ini, setidaknya sampai putaran perundingan bidang jasa yang 
baru, yang dimulai pada tahun 2000. Hal serupa terjadi pula atas 
kelompok perunding (Negotiating Group) bidang jasa finansial pada 
tahun 1997. Walaupun secara teoritis kelompok perunding 
(Negotiating Group) bidang jasa maritim masih ada, tetapi karena 
pembahasannya terhenti sejak tahu 2000, maka Kelompok Perunding 
ini sudah tidak aktif lagi. Badan subsidiary yang lainnya menangani 
jasa profesional, aturan – aturan GATS dan komitmen – komitmen 
spesifik. 
Pada tingkat General Council, The Dispute Settlement Body 
(Badan Penyelesaian Sengketa) juga memiliki dua mekanisme dalam 
penyelesaian sengketa yakni Dispute Settlement Panel yang terdiri atas 
para ahli yang dipilih untuk secara hukum memutuskan sengketa yang 
tidak terselesaikan dan the Appellate Body yang menangani banding 
jika para pihak yang bersengketa belum dapat menerima keputusan 
panel. (Syahmin AK. 2004: 53-56) 
Sistem dan Prosedur sengketa dalam Forum WTO secara umum diatur 
dalam Understanding on Rules and Proceaures Coverning the Settlement of 
Dispute atau dikenal dengan Dispute Setlement Body yang merupakan anex 2 
perjanjian dari WTO. Understanding ini berlaku untuk seluruh sengketa 
mengenai pelaksanaan Perjanjian WTO beserta seluruh anexnya. DSB ini 
berwenang untuk membentuk panel dan peradilan banding. Serta DSB 
mengatur/ menyusun peraturan, prosedur konsultasi dan ketentuan 
penyelesaian sengketa. Adapun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan 
antara lain sebagai berikut: 
1. Konsultasi 
Sistem penyelesaian sengketa yang diatur dalam DSU 
mengutamakan dilakukannya konsultasi antara negara yang bersengketa. 
Konsultasi harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
permohonan permintaan konsultasi. Jika enam puluh hari setelah 
permohonan konsultasi tidak tercapai penyelesaian, pihak penggugat dapat 
meminta dibentuk Panel (Syahmin AK, 2004:199) 
2. Panel 
Apabila sengketa diselesaikan oleh panel, maka dalam waktu enam 
bulan panel harus menyelesaikannya. Waktu enam bulan ini apabila 
dipandang perlu dapat diperpanjang tiga bulan lagi. Keputusan panel dapat 
dimintakan banding ke Appellate Body. Proses pemeriksaan banding 
paling lambat enam puluh hari terhitung sejak tanggal salah satu pihak 
secara formal mengajukan banding. (Syahmin AK, 2004: 199) 
3. Alternatif lain 
Para pihak yang bersengketa juga dapat memilih alternatif lain, kecuali 
panel, dalam menyelesaikan sengketanya, yaitu melalui jasa baik (good 
offices), konsiliasi (conciliation) , dan mediasi (mediation) serta 
arbitration. Permintaan untuk menggunakan alternatif ini dapat dimulai 
dan diakhiri setiap saat dan apabila dianggap gagal para pihak dapat 
meminta agar dibentuk panel. (Syahmin AK, 2004: 200) 
 
b. Penerapan Persetujuan TRIPs dalam perlindungan Merek Dagang Buddha 
Bar 
Keikutsertaan Indonesia dalam WTO, mengharuskan Indonesia untuk 
melakukan penyesuaian legislasi nasional yang mengatur mengenai HaKI. 
Pelbagai norma- norma dan standar- standar perngaturan dan perlindungan HaKI 
yang termuat di dalam persetujuan TRIPs harus sesegara mungkin untuk 
dinasionalisasikan ke dalam Perundang- Undangan HaKI, sehingga akan tercipta 
harmonisasi pengaturan perlindungan HaKI di Indonesia dengan yang berlakunya 
di Negara lain 
Pemanfaatan merek dagang Buddha Bar adalah bentuk kerjasama di bidang 
HKI dari Negara anggota WTO. Merek dagang Buddha Bar adalah sebuah merek 
dagang yang dalam pengembangan usahanya menggunakan model lisensi, dimana 
merek dagang tersbut berasal dari Negara Perancis dan Indonesia adalah Negara 
penerima merek dagang tersebut. Sebagai Negara Anggota WTO Perancis harus 
tunduk pada Perjanjian Internasional yang ada pada World Trade Organization 
khususnya pada TRIPs. 
 Pada pokoknya Perjanjian Internasional terdapat 2 prinsip yaitu: 
1. Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian harus dan hanya ditaati oleh pihak – 
pihak yang membuat perjanjian 
2. Primat Hukum Internasional , Yaitu perjanjian internasional mempunyai 
kedudukan yang lebih tinggi dari undang – undang Nasional Suatu negara 
perserta perjanjian 
Ketentuan Pasal 2 Persetujuan TRIPs mengenai hubungan keterikatan antara 
Persetujuan TRIPs dengan berbagai konvensi internasional tentang HKI yang 
sudah berlaku sebelumnya, salah satunya adalah Konvensi Paris. Kategori yang 
dimaksud sebagai bagian dari hak milik industrial dalam Konvensi Paris ini dapat 
dikatakan lebih luas dibanding yang dicakup dalam Persetujuan TRIPs. Dengan 
adanya Konvensi Paris tersebut permasalahan pemanfaatan merek dagang Buddha 
Bar ini melibatkan dua Negara anggota WTO, dan dengan permasalahan tersbut 
dapat dilihat dari Konvensi Paris. Isi dari Konvensi Paris pada Pasal 2 yaitu  
“Warga Negara tiap Negara Uni, sehubungan dengan perlindungan kekayaan 
industri, memiliki dalam semua Negara Uni lainnya manfaat bahwa Undang- 
Undang masing- masing sekarang memberikan atau dapat kemudian memberikan, 
kepada warga Negara; semua tanpa merugikan hak- hak yang khusus diberikan 
oleh Konvensi ini. Oleh karena itu, mereka memiliki perlindungan yang sama 
seperti yang sesudahnya, dan penyelesaian hukum yang sama terhadap tiap 
pelanggaran hak- hak mereka, dengan ketentuan bahwa syarat- syarat dan 
formalitas yang dikenakan pada warga Negara dipenuhi” 
 
Pasal 2 Konvensi Paris tersebut menerangkan  bahwa adanya persamaan 
perlindungan mengenai Hak Kekayaan Intelektual antara Negara asal dan Negara 
penerima. Dalam hal ini Perancis adalah Negara asal merek dagang Buddha Bar. 
di Negara Perancis Merek Dagang Buddha Bar telah diakui dan telah dilindungi 
pemanfaatan HKI, sehingga dengan menggunakan Konvensi Perancis Pasal 2 ini 
maka Indonesia juga harus menerima merek dagang Buddha Bar dari Perancis. 
Serta merujuk pada pernyataan mengenai isi dari persetujuan TRIPs setiap Negara 
mau tidak mau, siap atau tidak siap harus menghormati perlindungan HKI dari 
Negara anggota.  Jika terjadi penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar maka 
ini menyalahi perjanjian Internasional yang sudah ada. Dalam suatu perjanjian 
internasional digunakan Undang- Undang dari Negara anggota.  
Dengan adanya hal tersebut merujuk pada ciri pokok dari persetujuan TRIPs 
ini pada dasarnya berpola dalam 3 hal yaitu: 
1. TRIPs lebih berpola daripada norma- norma dan standar yang berbeda dari 
persetujuan- persetujuan internasional lain, terutama perjanjian- perjanjian di 
bidang perdagangan barang (tade in goods), yang lebih banyak berpola pada 
aspek- aspek yang konkret seperti akses ke pasar dan tarif 
2. Sebagai persyaratan minimal, TRIPs menetapkan sebagai salah satu cirinya, 
yaitu full compliance terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang 
HKI 
3. TRIPs memuat ketentuan- ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat 
berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi 
Negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan- tindakan balasan di bidang 
perdagangan secara silang (Eddy Damaian, 2001: 88) 
Pelanggaran pada persetujuan TRIPs khususnya pada konvensi Paris dapat 
mengakibatkan  salah satu Negara anggota dapat mengajukan gugatan dalam 
forum WTO mengenai sengketa HKI. Salah satu penyelesaian sengketa dengan 
menggunakan Panel. Dengan fungsi WTO sebagai Dispute Setlement Body 
Panel dapat dibentuk apabila tahapan konsultasi tidak dapat menyelesaikan 
permasalahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Pembentukan panel ini 
sendiri merupakan refleksi dari tingkat kompleksitas kasus dan juga para pihak 
yang tergabung di dalamnya.  Dalam Panel tersebut sendiri harus bersifat netral 
dan terdiri atas beberapa elemen, seperti: individu-individu yang dinilai kompeten 
yang berasal dari institusi pemerintahan ataupun privat, pihak secretariat 
lembaga,individu-individu khusus,dan juga ad-hoc dari masing-masing pihak 
yang bersengketa. Panel harus membuat analisis objektif dari permasalahan  kasus 
yang ditanganinya dan juga telah membuat prakiraan pelaksanaan / eksekusi dari 
keputusan yang kemudian diputuskan.   
Panel harus sudah dapat membuat rekomendasi maksimal 6 (enam) bulan 
setelah pengajuan penyelesaian sengketa diterima dan 9 (sembilan)bulan dari 
pembentukan panel, rekomendasi harus sudah dapat diadopsi oleh DSB dan 12 
(dua belas)bulan dari waktu yang sama,laporan pelaksanaan penyelesaian 
sengketa harus sudah dapat diterima kembali oleh DSB. Rekomendasi ini pun 
harus dipublikasikan kepada negara-negara anggota dan rekomendasi itu baru 
dapat  Diadopsi oleh DSB setelah 20 (dua puluh)hari dipublikasikan. Kesemua 
tenggat waktu itu terkecuali apabila terdapat ketidaksepakatan lebih lanjut.  
Dewan Appellate membahas kembali rekomendasi panel, apabila terdapat 
sengketa lanjutan dengan penunjukkan dari DSB.Walaupun Negara Negara 
anggota dapat melibatkan dirinya ke dalam sengketa. 
Dengan adanya keterkaitannya yang erat dengan perdagangan Internasional, 
TRIPs memuat dan menekankan derajat yang tinggi mekanisme penegakan 
hukum dan penyesuaian perselisihan yang dikaitkan dengan adanya potensi  
sanksi perdagangan silang atau Cross retalation. Penyelesaian perselisihan akan 
berlangsung melalui panel. Apabila dalam panel terbukti bahwa suatu Negara 
tidak melindungi secara efektif Hak Kekayaan Intelektual, baik dalam 
pengaturannya ataupun penegakan hukumnya, dan secara finansial akan 
memberikan hak kepada Negara yang merasa dirugikan untuk mengambil 
tindakan balasan terhadap Negara yang bersangkutan. Tindakan balasan (Cross 
retalation) dapat berupa kuota peniadaan GSP, dan lain- lain. Pemilihan cross 
retaliation yang akan menjadi sasaran ditentukan oleh Negara yang dirugikan. 
Cross retaliation dapat dilakukan apabila mendapatkan persetujuan dari World 
Trade Organization untuk melakukan tindakan balasan tersebut.  Dengan adanya 
penyelesaian sengketa HKI dengan menggunakan cross retaliation tersebut 
merujuk  pada permasalahan pencabutan izin merek dagang Buddha Bar milik 
Perancis di Indonesia ini menurut penulis memiliki potensi Perancis sebagai 
Negara pemilik merek dagang Buddha Bar Cross retalation. Karena dalam hal 
Retaliasi atau tindakan pembalasan di bidang perdagangan antar Negara dalam 
kerangka WTO dilakukan oleh suatu Negara sebagai akibat dari tidak tercapainya 
suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa dimana Negara Perancis 
merasa dirugikan dari segi perlindungan hukum mengenai Hak Kekayaan 
Intelektual khususnya pada perlindungan merek dan juga dirugikan dari sisi 
finasial Perancis tidak mendapatkan pembayaran Royalti yang harus dibayar oleh 
PT. Nireta Vista Creative selaku penerima merek dagang di Indonesia,  walaupun 
penyelesaian dengan menggunakan Cross retalation ini dilakukan sebagai upaya 
terakhir ketika dalam suatu penyelesaian sengketa, upaya pemenuhan konsesi 
tidak dapat tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam praktek di 
World Trade Organization  instrument cross retalation memang jarang dilakukan 
oleh Negara anggota. Dalam hal ini World Trade Organization (WTO) 
mengijinkan negara yang merasa dirugikan untuk melakukan tindakan pembalasan 
secara terbatas kepada negara lain yang menjadi penyebab kerugian perdagangan, 
namun hal ini dilakukan setelah konsultasi dengan negara-negara anggota lainnya, 
atau negara- negara yang mengalami nasib yang sama akibat tindakan dari suatu 
negara tersebut. Dalam teorinya volume perdagangan yang terkena cross 
retaliation nilainya harus diperkirakan sama dengan nilai proteksi impor yang 
diberlakukan oleh negara yang mana  cross retalation ingin diterapkan. Menurut 
Pasal 22 DSU Agreement WTO dikemukakan bahwa ganti kerugian dan 
penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya merupakan tindakan sementara yang 
diberikan apabila rekomendasi dan keputusan tidak dilaksanakan dalam jangka 
waktu yang wajar. Bila permintaan ganti kerugian ini tidak dapat dilaksanakan 
oleh pihak yang tergugat maka pihak penggugat dapat melakukan tindakan 
retaliasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 (3) DSU Agreement. Dalam 
melakukan cross retalation, suatu negara dapat melakukan pemberlakuan bea 
masuk tambahan berkaitan dengan barang yang menjadi objek sengketa. Dengan 
menggunakan fungsi World Trade Organization yaitu memfasilitasi perundingan 
dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. 
       Dengan adanya kasus penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar 
oleh Ditjen HKI, ternyata tidak hanya berdampak secara internal bagi PT. Nireta 
Vista Creative yang tidak mendapatkan perlindungan secara hukum di Indonesia, 
namun dampak dari penarikan sertifikat merek dagang tersebut juga melibatkan 
Negara Perancis sebagai Negara asal merek dagang Buddha Bar. George V 
Entertainment menggungat Ditjen HKI di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) 
atas surat keputusan yang diterbitaakan Ditjen HKI terkait dengan penarikan 
sertifikat merek dagang Buddha Bar, dalam gugatan tersebut George V 
Entertainment merasa dirugikan dengan adanya penarikan sertifikat tersebut 
karena sebelumnya Ditjen HKI menerima merek dagang Buddha Bar sebagai 
merek dagang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi terdaftar dan diakui di 
Indonesia, namun kemudian secara sepihak Ditjen HKI menarik kembali merek 
dagang tersebut dengan alasan karena adanya keresahan masyarakat Indonesia 
terutama umat Buddha, kemudian dalam Undang- Undang Merek  juga tidak ada 
pasal yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab dapat dibatalkannya suatu 
merek adalah karena adanya faktor “keresahan masyarakat”, sedangkan alasan 
mengenai telah dilanggarnya Pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama 
seharusnya tidak menjadi tanggung jawab pihak pemegang merek dagang Buddha 
Bar karena segala sesuatu yang merupakan syarat administrasi yang diperrlukan 
telah diserahkan kepada Ditjen HKI dan dinyatakan lolos verifikasi oleh Ditjen 
HKI sendiri. Oleh karena itu apabila Ditjen HKI berpendapat bahwa penarikan 
merek dagang Buddha bar karena bertentangan dengan Pasal 156a KUHP hal 
tersebut merupakan kelalaian dari Dirjen HKI dan seharusnya George V 
Entertainment tidak menaggung kerugian akibat kelalailan Ditjen HKI tersebut, 
sehingga tidak menutup kemungkinan Perancis melakukan tindakan Cross 
retalation dengan kebijakan Direktorat Jenderal HKI untuk mencabut izin 
pendaftaran merek dagang Buddha Bar, Perancis dapat menggunakan dasar 
konvensi Perancis dengan menggunakan Hak Prioritas. Hak prioritas adalah hak 
pemohon untuk mengajukan permohonan untuk negara lain yang tergabung dalam 
Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) 
atau Agreement Establishing World Trade Organization (WTO Agreement) untuk 
memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan 
tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari dua perjanjian 
itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan 
berdasarkan Paris Convention. 
Maka dengan dasar tersebut semakin besar kmungkinan Indonesia dituntut 
oleh Perancis melakukan tindakan Cross retalation yang digugat dalam Wadah 
World Trade Organization (WTO). Dengan celah penggunaan dasar hukum 
tersebut semakin besar Indonesia sebagai negara anggota dari World Trade 
Organization (WTO). 
Selanjutnya untuk menghindari Cross retalation oleh Perancis terhadap 
Indonesia mengenai perlindungan pemanfaatan merek dagang Buddha Bar maka 
Indonesia juga memiliki beberapa dasar perlindungan Hukum yang dapat 
digunakan untuk memperkuat Indonesia agar tidak memberikan legalitas terhada 
merek dagang Buddha Bar di Indonesia, antara lain sebagai berikut: 
1. Upaya  Prefentif 
Upaya yang dilakukan pada saat pencegahan sebelum terjadinya 
permasalahan. Tujuannya untuk meminimalkan pelanggaran merek dagang. 
Langkah ini di tekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan 
terhadap hak eksklusif pemegang hak ayas merek dagang terkenal asing dan 
anjuran- anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar 
haknya terlindungi. Apalagi terhadap merek asing, pemegang hak mendapat 
perlakukan khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan 
menggunakan hak prioritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama 6 
(enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek 
pertama kali yang diterima negara lain, yang merupakan anggota Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property atau Negara Anggota 
WTO. Dalam Upaya preventif ini ada beberapa faktor yang dapat diajukan 
antara lain sebagai berikut: 
a. Faktor Hukum 
Dampak dari globalisasi yang ditandai dengan banyaknya merek terkenal 
asing yang beredar di Indonesia menimbulkan permaslahan dalam praktek 
yaitu adanya pelanggaran atas merek terkenal asing. Dengan ditetapkannya 
Undang- Undang Merek diharapkan akan lebih memberikan perlindungan 
hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing. Sebenarnya 
tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang dimiliki, 
akan tetapi jika merek yang dimilikii tersebut telah didaftarkan di Direktorat 
Merek maka pemilik merek akan mendapatkan perlindungan merek atas 
Merek dagang tersebut. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima 
pendaftarannya apabila memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas 
maupun substantive yang ditentukan Undang- Undang Merek. 
Sehubungan dengan hal itu, Pasal 5 Undang- Undang Merek yang tidak 
dapat didaftarkan ssalah satu unsurnya yaitu bertentangan dengan Peraturan 
Peundang- Undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau 
ketertiban umum. 
Dengan adanya slah satu unsur mengenai bertentangan dengan moralitas 
agama maka dalam pemberian sertifikat merek terhadap merek asing harus 
memperhatikan masyarakat di Indonesia. Pemberian sertifikat ini digunakan 
oleh pemiliki merek untuk promosi, sehingga dalam pemberian sertifikat harus 
diperhatikan mengenai kata- kata yang dapat mengakibatkan keresahan bagi 
masyarakat. 
b. Faktor aparat Direktorat Merek 
Aparat Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan 
Intelektual merupakan aparat yang bertugas untuk memeriksa permohonan 
pendaftaran merek. Adanya pendaftaran suatu merek tertentu yang 
bertentangan dengan morilatas agama yang ada di Indonesia meruoakan 
kelemahan dari Aparat direktorat merek khususnya sangat diperlukan terutama 
kualitas sumber daya manusia di Direktorat Merek khsusnya sangat diperlukan 
staf pemeriksa merek. Selama ini penguasaan bahasa asing masih menjadi 
kendala dlaam pemeriksaan merek, terutama dalam hal penggunaan internet 
online dimana Direktorat merek harus mempertimbangkan adanya merek- 
merek terkenal asing yang belum didaftarkan di Indonesia serta merek terkenal 
yang ditolak keberadaannya di Negara- Negara lain. Degan peningkatan 
kualitas staf agar lebih professional di bidangnya melalui berbagai pelatihan, 
seminar dan pendidikan S2. 
c. Pemanfaatan teknologi canggih 
Untuk mempermudah kerja para pemeriksa merek, tidaklah berlebihan 
apabila Direktorat Merek perlu dilengkap dengan perangkat canggih baik 
berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yaitu komputerisasi. Hanya 
komputerisasi yang mampu mewujudkan management information System 
(MIS) yang canggih. Perkembangan merek- merek terkenal asing terutama 
yang belum didaftrkan di Indonesia hanya dapat ditelusuri di Informasi 
Dokumentasi Merek terkenal secara manual. (Irwandyah Ockap Halomoan 
repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12079/1/09E02089.pdf, Kamis 20 
Mei 2010 pukul 20.00) 
2.  Upaya Represif 
Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau 
menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan 
hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas 
merek. Dimana antisipasi yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam hal 
Perancis akan mengajukan Cross Retalation terhadap Indonesia dengan 
memperkuat landasan hukum yang menentang adanya penggunaan merek 
dagang Buddha Bar milik Indonesia, sehingga dapat dijabarkan dalam TAbel 
antara lain sebagai berikut: 
Tabel.2 Ketentuan Hukum Kontra Buddha Bar 
Ketentuan Hukum 
tentang Merek 
Bunyi Pasal  
Konvensi Paris Pasal 6 (Syarat Pendaftaran Merek; dan 
ketentuan Perlindungan Merek yang 
sama di berbagai Negara) 
(1) Syarat- Syarat untuk pengajuan dan 
pendaftaran merek dagang akan ditentukan 
du setiap Negara perserikatan oleh 
Undang- Undang 
(2) Akan tetapi, jika sebuah aplikasi untuk 
pendaftaran merek diajukan secara nasional 
serikat dimungkinkan tidak akan menolak, 
atau mungkin suatu pendaftaran justru akan 
batal, atas dasar bahwa pengajuan, 
pendaftaran, atau pembaharuan, belum 
pernah dilakukan di Negara asal 
(3) Suatu merek yang terdaftar sebagaimana 
mestinya di Negara perserikatan dianggap 
sebagai merek bebas dari yang terdaftar di 
Negara- Negara lain di dalam sebuah 
Negara serikat, termasuk Negara asal. 
 
Konvensi Paris Pasal 6 (Perlindungan Merek (Tanda Terdaftar)  
quinquies di satu Negara dari suatu Negara 
Serikat di Negara lain Perserikatan) 
A. – (1) setiap merek dagang terdaftar 
sebagaimana mestinya di Negara asal 
tidak berlaku untuk pengajuan dan 
dilindungi seperti Negara- Negara lain 
perserikatan, sesuai dengan ketentuan 
yang ditunjukkan dalam Pasal ini. 
Negara seperti itu mungkin, sebelum 
melanjutkan ke akhir pendaftaran, 
memerlukan adanya sertifikat registrasi 
di Negara asal, yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang. Otentikasi 
tidak diwajibkan untuk sertifikat ini. 
B. Merek Dagang yang dicakup oleh Pasal 
ini tidak dapat ditolak atau dinyatakan 
tidak valid kecuali dalam kasus- kasus 
berikut: 
Ketik merek tersebut bertentangan 
dengan moralitas atau ketertiban 
umum, dan khususnya  
Untuk tujuan asal menipu masyarakat. 
Telah dipahami bahwa sebuah merek 
tidak dapat dianggap bertentangan 
dengan ketertiban umum untuk satu- 
satunya alasan bahwa ia tidak sesuai 
dengan ketentuan Undang- Undang 
tentang Merek, kecuali jika ketentuan 
tersebut berkaitan dengan ketertiban 
umum. 
C. –(1)Dalam menentukan apakah suatu 
tanda memenuhi syarat untuk 
perlindungan, semua keadaan factual 
harus dipertimbangkan, terutama 
jangka waktu merek (tanda)  telah 
digunakan 
Konvensi Paris Pasal7 
bis 
(ketentuan Merek Kolektif) 
(1) Negara- Negara Uni menerima 
pengajuan dan melindungi merek- 
merek kolektif milik asosiasi yang 
keberadaanya tidak bertentangan 
dengan Undang- Undang Negara asal, 
sekalipun asosiasi tersebut tidak 
memiliki satu pendirian industry atau 
komersil 
(2) Masing- Masing Negara adalah HKIm 
dari kondisi tertentu dimana satu merek 
kolektif dilindungi dan dapat menolak 
perlindungan jika merek tersebut 
bertentangan dengan kepentingan 
umum. 
(3) Namun demikian, perlindungan atas 
merek- merek tersbut tidak ditolak 
untuk tiap asosiasi yang keberadaannya 
tidak berlawanan dengan Undang- 
Undang Negara asal, dalam hal ini 
bahwa asosiasi tersebut tidak dibentuk 
dalam Negara dimana perlindungan 
diperoleh atau tidak dianggap menurut 





Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek Bagian 
kedua Merek yang tidak 
dapat didaftar dan yang 
ditolak Pasal 4 
Merek tidak dapat didaftar atas dasar 
Permohonan yang diajukan oleh 
Pemohon yang Beritikad tidak baik 
 
Bagian Kedua Merek 
yang tidak dapat 
didaftar dan yang 
Ditolak Pasal 5 
Merek tidak dapat di daftar apabila 
merek tersebut mengandung salah satu 
unsur di bawah ini: 
1. Bertentangan dengan Peraturan 
Perundang- Undangan yang berlaku, 
moralitas agama, kesusilaan, atau 
ketertiban umum; 
2. Tidak memiliki daya pembeda; 
3. Telah menjadi milik umum; atau 
4. Merupakan keterangan atau berkaitan 




Penjelasan Pasal 5 Huruf a 
Termasuk dalam pengertian 
bertentangan dengan moralitas agama, 
kesusilaan, atau ketertiban umum 
adalah apabila penggunaan tanda 
tersebut dapat menyinggung perasaan, 
kesopanan, ketenteraman atau 
keagamaan dari khlayak umum atau 





Nomor 42 tentang 
Waralaba Bab III 
Perjanjian Waralaba 
Pasal 4 
(1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan 
Perjanjian tertulis antara Pemberi 
waralaba dengan Penerima Waralaba 




Pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (b) yang menyebutkan mengenai 
pembaharuan Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industrial yang 
ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1883 dan telah direvisi di Brussels pada tanggal 
14 Desember 1900, di Washington pada tanggal 2 Juni 1911, di Den Haag pada 
tanggal 6 November 1925, di London tanggal 2 Juni 1934, di Lisbon pada Oktober 
1958, dan di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967, dan sebagaimana telah diubah 
pada tanggal 28 September 1979, terdapat beberapa ketentuan mengenai Merek yang 
tidak diperkenankan untuk dilanggar pada asas pemanfaatannya. Secara garis besar, 
ketentuan Internasional menentukan Bahwa: 
1) Syarat untuk pengajuan dan Pendaftaran Merek tunduk pada Undang- Undang 
Negara Penerima. 
Hal tersebut dapat diartikan bahwa jika suatu merek yang berasal dari Negara lain 
mengandung unsur penodaan agama, padahal ketentuan mengenai pelanggaran 
penodaan dan penyalahgunaan agama tersebut telah diatur pada Perundang- 
Undang dalam negeri, maka merek dari negara asal tidak dapat diajukan ke negara 
penerima merek, terlebih lagi merek tersebut di daftarkan. 
2) Setiap Merek dagang yang telah terdaftar di negara asal tidak secara otomatis 
berlaku dan langsung dilindungi di negara- negara lain. 
Konsep domestik yang diperankan dalam pendaftaran merek ini semakin 
ditegaskan ketika pendaftaran merek di Negara asal tidak menegasikan kewajiban 
untuk mendaftarkan pula merek tersebut diberbagai Negara lain yang dituju. 
Bahkan tidak menutup kemungkinan jika suatu Negara justru mempersyaratkan 
adanya sertikat registrasi di Negara asal yang disahkan dan dikeluarkan pejabat 
yang berwenang, sebelum menlanjutkan ke akhir pendaftaran negara lain tersebut. 
3) Suatu Merek dapat ditolak apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas 
atau ketertiban umum, dan khususnya untuk tujuan menipu masyarakat. 
Sebuah merek tidak diperbolehkan bertentangan dengan ketertiban umum karena 
tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang tentang Merek, kecuali jika 
ketentuan tersebut berkaitan dengan ketertiban umum. 
4) Mengenai merek Kolektif, negara lain dapat menerima pengajuan dan 
memberikan perlindungan hukum, jika asosiasi pemegang merek tersebut tidak 
bertentangan dengan hukum negara asal dan kepentingan umum.  
Upaya menerima pengajuan dan untuk melindungi keberadaan merek kolektif 
milik asosiasi yang tidak bertentangan dengan negara asal, berlaku juga bagi 




















BAB IV. PENUTUP 
A. Simpulan 
 
Dari hasil penelitian serta pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan antara 
lain sebagai berikut: 
1. Dampak penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar di Indonesia terdapat 
beberapa dampak yang ditimbulkan, antara lain sebagai berikut: 
a. Dampak Yuridis 
Antara lain sebagai berikut: 
1) Dampak Positif: 
Hukum dipandang sebagai suatu bangunan sosial (social institution) yang 
tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya.  Hukum  tidak dipahami 
sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis saja tetapi 
sebagai kenyataan sosial yang dapat dimanifestasikan dalam kehidupan.  
2) Dampak Negatif 
Dari adanya penarikan sertifikat merek dagang Buddha  Bar maka PT. 
Nireta Vista Creative selaku penerima lisensi di Indonesia tidak memiliki 
legalitas hukum terhadap merek dagang Buddha Bar. Dengan adanya 
penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar akan memberikan dampak 
ke Indonesia dengan potensi penerapan cross retaliation oleh Perancis 
sebagai Negara yang dirugikan di dalam Forum WTO. 
3) Dampak Ekonomi 
Dengan adanya penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar maka PT. 
Nireta Vista tidak dapat melakukan promosi terhadap merek Buddha Bar 
dengan merek dagang lainnya. Dimana Buddha Bar tidak memiliki 
pembeda dengan barang atau jasa dengan merek lain yang hampir sama 
b. Dampak Sosial Budaya 
Dengan adanya penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar di 
Indonesia memberikan dampak terhadap kehidupan social budaya yang 
ada di Indonesia bahwa Indonesia masih menggunakan Budaya ketimuran, 
sehingga dengan penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar di 
Indonesia memberikan kelegaan bagi masyarakat Indonesia khususnya 
bagi pemeluk agama Buddha 
 
2. Dengan adanya Penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar memberikan 
dampak adanya penerapan Cross Retalation dari Perancis ke Indonesia, sehingga 
Indonesia dapat mengantisipasinya antara laian sebagai berikut: 
Adanya penarikan sertifikat Merek Dagang Buddha Bar tidak menutup 
kemungkinan untuk pihak pemilik Merek dagang melaporkan kepada WTO 
mengenai kerugiaan atas penarikan sertifikat tersebut. Dimana terdapat potensi 
untuk melakukan Cross Retalation oleh Perancis ke Indonesia. Dengan adanya 
potensi penerapan cross retaliation ini maka Indonesia dapat menanggulangi 
potensi- cross retaliation dengan dasar hukum yang berlaku di nasional yang 
menguatkan penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar di Indonesia, serta 
menerima gugatan dari George V Entertainment mengenai penarikan sertifikat 
merek dagang Buddha Bar di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dianggap 
melanggar perjanjian internasioanl sehingga Perancis dapat mengajukan Indonesia 
dalam Forum WTO dengan cross retaliation yang dapat merugikan bagi 
perekonomian Indonesia. Sehingga di sini dengan menggunakan peraturan 
perundang- Undangan Nasional mengenai perlindungan merek dagang yang ada 
dapat digunakan sebagai antisipasi penanggulan potensi cross retaliation yang 




Dengan adanya kelalaian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektuktual menjadikan 
Dirjen HKI lebih cermat dalam memberikan sertifikat merek. Dengan cara melakukan 
penyegaran, melalui rapat kerja, seminar, pelatihan ynag berkaitan dengan ketentuan- 
ketentuan pendaftaran merek dagang khususnya merek dagang asing bagi para pegawai/ staff 
yang membidangi pemberian sertifikat merek dagang secara periodik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
